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PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 2015
TENTANG

RENCANA STRATEGIS ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, pimpinan Kementerian/Lembaga
menyiapkan menyiapkan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan
fungsinya dengan berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

bahwa untuk memberikan arah dan prioritas terhadap
pelaksanaan pembangunan bidang kearsipan, perlu
disusun Rencana Strategis Arsip Nasional Republik
Indonesia Tahun 2015-2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia tentang Rencana Strategis Arsip Nasional
Republik Indonesia Tahun 2015-2019;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5178);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 53);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional 2015-2019;

9. Peraturan Menteri Perencanaan  Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) Tahun 2015-
2019;

10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA TENTANG RENCANA STRATEGIS ARSIP
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015-2019.
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Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:
1. Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2015-
2019 yang selanjutnya disebut Renstra ANRI Tahun 2015-2019
adalah dokumen perencanaan ANRI untuk periode lima tahun
terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk
dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara,
pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi
politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam
pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

4. Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat ANRI
adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah
nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan
yang berkedudukan di ibukota negara.

Pasal 2
Renstra ANRI Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

Renstra ANRI Tahun 2015-2019 merupakan penjabaran lebih lanjut dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-20109,

yang memuat tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi

pembangunan kearsipan, kegiatan dan output berikut indikator kinerja.
Pasal 4

Renstra ANRI Tahun 2015-2019 merupakan pedoman bagi unit kerja di

lingkungan ANRI dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan untuk

periode 1 (satu) tahun.

w N

Pasal 5
Peraturan Kepala ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Agustus 2015
KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUSTARI IRAWAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Arsip
Nasional Republik Indonesia sebagai instansi pemerintah diwajibkan
menyusun Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2015-
2019 (Renstra ANRI 2015-2019) yang berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Renstra Arsip
Nasional Republik Indonesia (ANRI) Tahun 2015-2019 ini dikondisikan untuk
menjawab agenda pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan
pembangunan kearsipan vang modern berlandaskan pada nilai-nilai luhur dan
peningkatan peran serta dan fungsi arsip sebagai akuntabilitas kinerja
organisasi yang merupakan kunci utama dalam penciptaan tata kelola
pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung terwujudnya
penyelenggaraan negara dan khususnya pemerintahan yang baik dan bersih,
serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di
lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan,
organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan harus
dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang
komprehensif dan terpadu. Penyelenggaraan kearsipan nasional perlu
disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara yang dipengaruhi oleh perkembangan tantangan
nasional dan global serta perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi.Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas
korupsi, keclusi dan nepotisme, serta akuntabel dapat berlangsung jika
didasarkan pada ketersediaan informasi yang akurat, lengkap, dan terkini.

Berbagai masalah yang muncul dalam mendukung penyelenggaraan
kearsipan nasional untuk mewujudkan penyelenggaraan negara dan
khususnya pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas
pelayanan publik mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi
bersama oleh pencipta arsip dan lembaga kearsipan, termasuk ANRI yang
diberi tugas dalam bidang kearsipan, untuk mengatasi masalah dan tantangan

tersebut. Peran ANRI sangat strategis, karena penyelenggaran kearsipan
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merupakan cara yang tepat untuk mendukung akuntabilitas, transparansi,
serta pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat,
dengan mengoptimalkan sumber daya yang melibatkan pencipta arsip dan
lembaga kearsipan serta peran serta masyarakat. Untuk itu, ANRI dituntut
memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomeor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan, tujuan penyelenggaraan kearsipan adalah: (a) menjamin
terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara,
pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik,
organisasi kemasyarakatan, dan persecrangan, serta ANRI sebagai
penyelenggara kearsipan nasional; (b) menjamin ketersediaan arsip yang
autentik dan terpercaya scbagai alat bukti yang sah; (¢) menjamin
terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (d) menjamin pelindungan
kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan
pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya; (e¢) mendinamiskan
penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif
dan terpadu; () menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti
pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara; (g) menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi,
sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati
diri bangsa; dan (h) meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam
pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Ruang lingkup penyelenggaraan Kkearsipan meliputi keseluruhan
penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam
suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia,
prasarana dan sarana, serta sumber daya lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup tersebut meliputi kegiatan
yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga
pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan

perseorangan, serta lembaga kearsipan.

Dari tujuan yang hendak dicapai tersebut di atas, dapat ditarik suatu
benang merah bahwa bidang kearsipan tidak hanya ditentukan oleh ANRI dan

lembaga kearsipan, tetapi instansi pemerintah, swasta, perorangan dan
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masyarakat luas pun turut serta berperan dalam pengelclaan dan

penyelamatan arsip.

Selama periode 2010-2014, penyelenggaraan pembangunan bidang
kearsipan diupayakan secara optimal, namun upaya tersebut masih
menghadapi berbagai kendala yang belum sesuai dengan harapan. Sasaran-
sasaran yang telah ditetapkan sebagai pencapaian dari pelaksanaan program
dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategi ANRI Tahun 2010-2014
adalah sebagai berikut:

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya ANRI
Program ini bertujuan untuk membantu kelancaran tugas pimpinan dan
fungsi manajemen dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan.
meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan dibidang perencanaan
program
Sasaran Program adalah (a) terwujudnya pelaksanaan kegiatan yang sesuai
dengan perencanaan program dan anggaran; (b) meningkatnya pemberitaan
tentang kearsipan yang dimuat di media massa maupun elektronik; (c)
terwujudnya pelaksanaan urusan ketatausahaan; (d) meningkatnya jumlah
produk hukum kearsipan yang disahkan menjadi peraturan kearsipan; (€)
meningkatnya kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan ANRI; ()
meningkatnya jumlah pegawai yang ditempatkan sesuai dengan
keahliannya; (g) terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian; (h)
meningkatnya jumlah pengelolaan administrasi keuangan yang baik dan
tepat waktu; (i) meningkatnya jumlah temuan hasil pemeriksaan

pengelolaan APBN ANRI yang ditindaklanjuti.

b. Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional

Program ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang
profesional melalui pengembangan manajemen arsip/dokumen negara yang
modern.

Sasaran Program adalah (a) terwujudnya pengelolaan arsip baik dinamis
maupun statis yang efektif dan efisien di seluruh lembaga negara dan
badan pemerintah pusat dan pemerintah daerah; (b) terwujudnya efektifitas
penyelenggaraan sistem kearsipan di lembaga mnegara dan badan
pemerintah pusat; (¢) terwujudnya efektifitas penyelenggaraan sistem
kearsipan di lembaga kearsipan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; (d)
terwujudnya efektifitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

kearsipan; (e) meningkatnya penilaian dan akuisisi arsip untuk
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memperkaya khazanah arsip serta untuk menjamin terselamatkan dan
terlestarikannya arsip demi generasi mendatang; (f) meningkatnya
pengolahan arsip demi terwujudnya daftar arsip, inventarisasi arsip, dan
guide yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik; (g)
meningkatnya preservasi arsip demi terwujudnya pemeliharaan, penataan
dan keamanan arsip dari bahaya kerusakan fisik maupun informasinya; (h)
meningkatnya pelayanan dan pemanfaatan arsip untuk kepentingan
pemerintah, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan; (i)
tercapainya efektifitas pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan
dinamis dan statis baik konvensional maupun elektronik; (j) tercapainya
efektifitas pengkajian dan pengembangan sistem informasi kearsipan

dinamis dan statis baik konvensiocnal maupun elektronik.

c. Program Sarana dan Prasarana Aparatur ANRI
Program ini bertujuan untuk membantu kelancaran kegiatan yang bersifat
fisik berupa pembangunan/rehabilitasi dan peningkatan sarana dan
prasarana pelayanan internal Arsip Nasional Republik Indenesia.
Sasaran Program adalah meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana
untuk mendukung pelaksanaan tugas kearsipan.
Pencapaian program dan kegiatan dalam Tahun 2009-2014 antara lain
adalah sebagai berikut:

1. Telah ditetapkan 54 Peraturan Kepala ANRI sebagai pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,

2. 187Lembaga Negara, Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta,
Badan Usaha Milik Negara dan Rumah Sakit telah mengimplementasikan
Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD);

3. 32 Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi telah mengimplementasikan
Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS);

4. 37 instansi pusat dan pemerintah daerah telah menyerahkan Daftar Arsip
Terjaga;

5. Telah ditetapkan 531 persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) pemerintah
pusat dan pemerintah daerah;

6. Telah terdaftar dan aktif sebanyak 13 simpul Jaringan Informasi
Kearsipan Nasional (JIKN) yang terdiri dari 1 Lembaga Pemerintah
NonKementerian (LPNK), 2 Pemerintah Daerah Provinsi, 3 Pemerintah
Daerah Kabupaten, 5 Pemerintah Daerah Kota, 1 BUMN dan 1 perguruan

tinggi negeri;
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7. Telah ditandatangani kerja sama luar negeri dengan 10 instansi dan kerja
sama dalam negeri dengan 32 instansi, perguruan tinggi, swasta,
ormas/orpol. Melalui kerja sama ini, ANRI mendapatkan informasi
mengenai tugas substantif instansi terkait penyusunan NSPK, menerima
penyerahan arsip statis, melaksanakan konsultasi pemusnahan arsip,
penataan dan pendataan arsip, bimbingan teknis bidang kearsipan, dan
melaksanakan pembinaan dan pengembangan SDM;

8. Telah dilaksanakan Diklat Penciptaan Jabatan Fungsional Arsiparis
tingkat ahli sebanyak 220 peserta dan tingkat terampil sebanyak 203
peserta;

9. Telah dilaksanakan Akreditasi pada 3 lembaga kearsipan dan 6 unit

kearsipan.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Kondisi internal ANRI akan dipengaruhi oleh unit-unit kerja di
lingkungan ANRI. Kekuatan atau kelemahan sumber daya internal akan
mempengaruhi capaian kinerja ANRI. Oleh karena itu, perlu mengidentifikasi
berbagai kelemahan, keterbatasan dan kekurangan secara cermat yang akan
dikelola sebagai faktor kekuatan untuk membangun bidang kearsipan kearah

yang lebih baik.

1.2.1 Kekuatan (Strengths)
a. Peraturan Perundang-Undangan
1) Terbitnya Undang-Undang Nomeor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 merupakan landasan
operasional yang menjamin kepastian hukum ANRI dalam rangka
penyelenggaraan  kearsipan nasional yang — sistematis, terpadu,
komprehensif dan berkelanjutan. Beberapa peraturan perundang-undang
vang terkait dengan kearsipan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Mengacu pada landasan tersebut di atas, pelaksanaan tugas ANRI
dibagi menjadi 4 (empat) peran vang saling terkait, meliputi :
a) Pengambilan kebijakan/keputusan di bidang kearsipan yaitu
menentukan kebijakan kearsipan nasional yang meliputi pembinaan
kearsipan, pengelolaan arsip, pembangunan Sistem Informasi Kearsipan

Nasional (SIKN) dan pembentukan Jaringan Informasi Kearsipan
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Nasional (JIKN), organisasi, pengembangan sumber daya manusia
(SDM), sarana dan prasarana, pelindungan dan penyelamatan arsip,
sosialisasi kearsipan, kerja sama dibidang kearsipan serta pembentukan
norma, standar, prosedur, dan kriteria;

b) Think tank yaitu melakukan penelitian dan pengembangan untuk
mempertinggi mutu penyelenggaraan kearsipan nasional;

c¢)] Keordinator yaitu melakukan koordinasi penyelenggaraan kearsipan
nasional dengan pencipta arsip dan lembaga kearsipan dalam rangka
pelaksanaan tugas di bidang kearsipan;

d) Administrator yaitu sebagai pengelola pusat jaringan nasional SIKN dan
JIKN, penyelenggaraan pendidikan dan  pelatihan  kearsipan,
penyelenggaraan akreditasi lembaga kearsipan dan sertifikasi Arsiparis,
pemberian persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan pemberian
persetujuan pemusnahan arsip.

Penjabaran peran ANRI lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah

ini:

TABEL I
PERAN ANRI
Pengambilan Think Thank Koordinasi Administrator
Keputusan
(Policy/ Decision
Maker)

1. Kebijakan : . Penelitian dan 1. Koordinasi | 1.Pengelolaan
Penetapan pengembangan perumusa Pusat
kebijakan di penyelenggaraan n jaringan
bidang : kearsipan nasional kebijakan nasional JIKN
a) pembinaan nasional dan SIKN

kearsipan;

b) pengelolaan
arsip;

¢) pembangunan
Sistem Informasi
Kearsipan Nasional
dan pembentukan
Jaringan
InformasiKearsipan
Nasional,

d) organisasi,
e)pengembangan
SDM;
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Pengambilan
Keputusan
(Policy/ Decision
Maker)

Think Thank

Koordinasi

Administrator

1) prasarana dan
sarana;

g) pelindungan
dan penyelamatan
arsip

. Pembinaan
kearsipan:
a)Pembinaan
kersipan terhadap
pencipta arsip
tingkat pusat dan
daerah;

b) Lembaga
kearsipan daerah
Provinsi ,
Kab/Kota;

c) Lembaga
Kearsipan
Perguruan Tinggi

2. Pembinaan kearsipan di

tingkat nasional meliputi :
a) Koordinasi
penyelenggaraan
kearsipan nasional;

b) pemberian pedoman
dan standar kearsipan;

c) pemberian bimbingan,
supervisi, fasilitasi dan
konsultasi pelaksanaan
kearsipan;

d) Sosialisasi kearsipan,
€) pengawasan kearsipan;
§) Pendidikan dan
pelatihan kearsipan;

g) perencanaarl,
penelitian, pengembangan,
pemantauan dan

h) akreditasi dan
sertifikasi kearsipan

2. Koordinasi

fasilitasi
dan
pelaksana
an
pembinaan
kearsipan
. Koordinasi
pengelolaa
n arsip
dinamis
dan arsip
statis.

2.Penyelenggaraan
Pendidikan dan
Pelatihan

3.Penyelenggaraan
akreditasi dan
sertifikasi
kearsipan

4. Pemberian
Persetujuan
JRA

5. Pemberian
persetujuan
pemusnahan
arsip

. Pengelolaan Arsip:
Pengelolaan arsip

dinamis dan arsip
statis

3.Pengelolaan arsip dinamis
dilakukan terhadap arsip
vital, arsip aktif dan arsip
inaktif yang
pelaksanaannya menjadi
tanggungjawab pencipta
arsip; pengelolaan arsip
statis menjadi tanggung
jawab lembaga kearsipan
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Pelaksanaan ke 4 (empat) peran telah diupayakan pada Renstra
2010-2014, namun masih menyisakan sejumlah masalah dalam
penyelenggaraan kearsipan secara nasional, karena Undang-Undang
tentang Kearsipan baru ditetapkan Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah
tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Kearsipan baru ditetapkan
Tahun 2012. Terkait dengan munculnya berbagai permasalahan dalam
pengelolaan arsip, pelindungan dan penyelamatan arsip sebagai identitas
dan jati diri bangsa Indonesia, serta sebagai memori, acuan, dan bahan
pertanggungjawaban masyarakat, berbangsa dan bernegara, ANRI dituntut
untuk menyelenggarakan kearsipan nasional yang berasaskan a) kepastian
hukum; b) keautentikan dan keterpercayaan; c) keutuhan; d) asal usul
(principle of provenance); €) aturan asli (principle of original order); f)
keamanan dan keselamatan; g) keprofesionalan; h) keresponsifan; i)
keantisipatifan; j) kepartisipatifan; k) akuntabilitas; 1) kemanfaatan; m)
aksesibilitas; dan n) kepentingan umum sehingga pencapian tujuan
penyelenggaraan kearsipan tetap terjamin.

Dalam peran ANRI sebagai think tank, optimalisasi sumber daya
manusia perlu terus ditingkatkan secara solid dan terintegrasi agar dapat
meningkatkan kualitas hasil analisis, telaahan, dan kajian penyelenggaran
kearsipan nasional untuk membantu perumusan kebijakan kearsipan
nasional yang tepat, terarah, dan dapat dilaksanakan. Salah satu masalah
strategis vang harus dilaksanakan ANRI terutama adalah pemanfaatan
sistem kearsipan nasional yang meliputi peningkatan pemanfaatan SIKN
dan JIKN yvang melibatkan pencipta arsip dan lembaga kearsipan sebagai

simpul jaringan, sebagaimana tampak dalam diagram berikut:
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DIAGRAM 1

(dalam konteks penyelenggaraan negara)

PENYELENGGARAAN NEGARA PENYELENGGARAAN KEARSIPAN NASIONAL
oleh Lembaga Negara dan Pemerintahan Daerah
i SISTEM KEARSIPAN NASIONAL (SKN )
KEBUAKAN
b b 2
¥

ARSIP
DINAMIS & STATIS
terpercaya, autenti, utuh

¥

SISTEM INFORMA SI KEARSIPAN NASIONAL
( SKN )

JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL
(JIKN )

¥

INFORMASI
KEARSIPAN
NASIONAL

MASYARAKAT

Selain itu kapasitas ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional perlu

diperkuat agar dapat memastikan berjalannya proses penyelenggaraan
kearsipan nasional secara baik, antara lain dengan mengawal dan
memperkuat sistem kearsipan nasional. ANRI harus semakin mampu
menjadi pembina dalam mengarahkan proses penyelenggaraan kearsipan
nasional secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan
heterogenitas sumber dava, persepsi, dan kepentingan sektoral dan
kedaerahan. Keberhasilan dalam membina dan mempertemukan komitmen
pencipta arsip dan lembaga kearsipan akan semakin meningkatkan kinerja
institusi dan sekaligus memantapkan keberadaannya. Untuk menjadi
pembina vyang efektif, ANRI perlu terus melakukan perbaikan, dan
mengembangkan tradisi yvang kondusif bagi berkembangnya individu dan
kelompok pembelajar menuju organisasi pembelajar (organizational
learning). Di samping itu, lingkungan strategis dengan dinamika
perubahan yvang sangat cepat, dan keterkaitan (interelasi) antarbudaya dan
negara, menuntut ANRI untuk dapat melakukan evaluasi dan
mengadaptasinya dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan
sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan etos tersebut, ANRI diharapkan
mampu menjadi katalisator dalam proses pencapaian tujuan

penyelenggaraan kearsipan nasional.
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2) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasicnal Tahun 2015-2019.

b. Jejaring Kerja

Dalam rangka peningkatan pembinaan, preservasi, dan layanan
pemanfaatan arsip, perlu mengidentifikasi jejaring kerja sebagai upaya
perbaikan kebijakan kearsipan di masa yang akan datang. Dari sisi
internal ANRI membentuk jaringan kerja yang handal antar unit kerja di
lingkungan ANRI, untuk memenuhi tuntutan kerja yang cepat, tepat, dan
akurat dalam hal memberikan pelayanan di bidang kearsipan.

Dari sisi eksternal ANRI memiliki jaringan kerja baik di dalam maupun
di luar negeri. Di dalam negeri, jejaring kerja dilaksanakan dengan unit
kearsipan pada kementerian/lembaga, perguruan tinggi, lembaga
kearsipan provinsi/kabupaten/kota, berbagai instansi, organisasi politik,
organisasi kemasyarakatan, masyarakat pengguna arsip dan Asosiasi
Arsiparis Indonesia (AAI). Sejalan dengan hal tersebut, ANRI memiliki
peluang untuk membangun kemitraan dalam peningkatan penataan
kelembagaan dan ketatalaksanaan di bidang kearsipan yang dapat
memberikan kontribusi dan solusi untuk memecahkan berbagai persoalan
vang menyangkut pembangunan kearsipan secara nasional, terutama
dalam hal pengelolaan arsip dinamis dalam rangka mendukung
akuntabilitas kinerja dan pelayanan pemanfaatan arsip statis.

Selain itu, ANRI juga memiliki jaringan kerja internasional dengan
berbagai lembaga-lembaga kearsipan dan universitas di luar negeri baik
vang bersifat bilateral ataupun multilateral. Jaringan kerja internasional
tersebut dalam rangka program pengembangan SDM kearsipan, akses
sumber sejarah, preservasi, pelatihan konservasi, pameran dan pengelolan
arsip dinamis. ANRI juga menjadi anggota aktif organisasi internasional
kearsipan dalam pengembangan bidang kearsipan seperti International
Council Archives (ICA) dan Southeast Asia Regional Branch of International

Council on Archives (SARBICA).



16 2015, No.1387

c. Sumber Daya
Keberadaan sumber daya ANRI meliputi SDM, sarana dan prasarana
menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan peran ANRI
dalam melaksanakan pembangunan di bidang kearsipan.
c.l. SDM
Sampai dengan bulan Januari Tahun 2015 ANRI memiliki
528 pegawai, yang tersebar di unit kerja ANRI Jakarta, Pusat
Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kearsipan Bogor, maupun UPT
Balai Arsip Tsunami Aceh.
Dari keseluruhan jumlah pegawai tersebut, 52,27%
merupakan SDM Kearsipan yang terdiri dari Pejabat Sruktural di
bidang Kearsipan, Arsiparis dan fungsional umum di bidang

Kearsipan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam tabel

berikut.
TABEL 2
JUMLAH SDM ANRI
S.D. JANUARI 2015
No. Jabatan Jumlah Persentase
(Pegawai)
1 | SDM Kearsipan 276 02,27
A. Pejabat Struktural Bidang 20 3,79
earsipan
B. Arsiparis 190 35,98
a. Arsiparis Ahli Madya 40 7,58
b. Arsiparis Ahli Muda 42 7,95
c. Arsiparis Ahli Pertama 47 8,90
d. Arsiparis Penyelia 15 2,84
e. Arsiparis Mahir 34 6,44
f.  Arsiparis Terampil 12 2,27
C. Fungsional Umum Bidang 66 12,50
Kearsipan
a. Analis Kearsipan 32 6,06
b. Pranata Kearsipan 34 6,44
2 | Pejabat Struktural lainnya 81 15,34
3 | Fungsional Umum dan Tertentu 171 32,29
lainnya
TOTAL 528 100

Sumber: Data diolah (Bagian Kepegawaian ANRI, Januari 2015)
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Berdasarkan tingkat pendidikan, 47,35% SDM ANRI adalah

Sarjana dengan rincian dalam tabel berikut.

TABEL 3
JUMLAH SDM ANRI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
S.D. JANUARI 2015

No. Pendidikan Jumlah Persentase
(Pegawai)
1 | Doktoral (S3) 2 0,38
2 | Pasca Sarjana (S2) 80 15,15
3 | Sarjana (S1) 250 47,35
4 | Diploma IV 11 2,08
S | Diploma III 93 17,61
6 | Diploma II 1 0,19
7 | SLTA 89 16,86
8 |SLTP 2 0,38
TOTAL 328 100%

Sumber: Bagian Kepegawaian ANRI, Januari 2015

Dengan dukungan SDM yang berkualitas dalam jumlah yang

cukup tersebut, ANRI

mengamankan dan

mampu

memanfaatkan

mengelola,

arsip

menyelamatkan,

sebagai bahan

pertanggungjawaban berbangsa dan bernegara, aset nasional, serta

memori kolektif bangsa.

Upaya penguatan pengelolaan arsip terus dilaksanakan

melalui penambahan jumlah Arsiparis hingga memenuhi perhitungan
analisis beban kerja. Proyeksi kebutuhan penambahan Arsiparis pada
Tahun 2016-2019 tersebut adalah sebagai berikut:

TABEL 4
PROYEKSI KEBUTUHAN ARSIPARIS ANRI
TAHUN 2016-2019

Proyeksi Penambahan Tiap Tahun
No Jenjang Arsiparis Jumla
2016 | 2017 | 2018 | 2019 h
1 | Arsiparis Ahli Utama S 0 0 0 5
2 | Arsiparis Ahli Madya 1 1 1 1 4
3 | Arsiparis Ahli Muda 1 1 1 1 4
4 | Arsiparis Ahli Pertama 23 15 0 0 38
S5 | Arsiparis Penyelia 2 2 2 2 8
6 | Arsiparis Mahir 5 5 5 5 20
7 | Arsiparis Terampil 22 15 15 8 60
Jumlah 59 39 24 17 139

Sumber: Bagian Kepegawaian ANRI, Januari 2015
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c.2. Sarana dan Prasarana
Upaya pengamanan dan penyeclamatan arsip dilaksanakan
dengan menyediakan depot arsip seluas 16.512 M2, sedangkan upaya
melalui

penyelamatan dan pemanfaatan arsip dilaksanakan

penyediaan ruang transit, ruang instalasi laboratorium, ruang
preservasi, ruang reproduksi, mobil layanan masyarakat sadar arsip,
serta ruang layanan arsip dan diorama. Guna peningkatan kualitas
SDM dalam mengelola arsip, ANRI memiliki Pusdiklat Kearsipan.
Seluruh sarana tersebut, dilengkapi dengan peralatan yang memadai.

Selain sarana tersebut, ANRI juga memiliki record center
yang dipergunakan untuk menyimpan arsip dinamis di lingkungan
ANRI dan telah menerapkan pengelolaan arsip dinamis secara
elektronik di lingkungan ANRI.

TABEL 5
KHAZANAH ARSIP ANRI
S5.D. DESEMBER 2014

NO. JENIS JUMLAH SATUAN

1 Arsip Tekstual/Kertas 29.857 Meter
Linier

2 Arsip Kartografik/Peta 100.370 Lembar

3 Arsip Foto (Negatif dan Prints) 1.663.000 | Lembar

4 Arsip Film 59.109 Reel

S Arsip  Microfilm  (Positif dan | 21.864 Roll

Negatil)

6 Arsip Microfische 7.200 Fische

7 Arsip Rekaman Suara 43.276 Kaset

8 Reel to reelsound 871 Reel

9 Arsip Video 27.350 Kaset

10 | Arsip Optical Disc 8.707 Keping

Sumber: Laporan Keuangan ANRI 2014, 2015 (unaudited)

1.2.2 Kelemahan (Weakness)
a. SDM Kearsipan
Pada aspek SDM, upaya yvang dilakukan adalah penambahan tenaga
profesional Arsiparis melalui rekuitmen yang regular, mengingat jumlah

Arsiparis secara nasional menunjukkan tren yang terus menurun. Dalam
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era globalisasi ini dimana infermasi melimpah, penurunan jumlah Arsiparis
ini adalah ancaman bagi pengelolaan informasi kearsipan.

Tren kenaikan jumlah Arsiparis masih kurang signifikan, jika
dibandingkan kebutuhan Arsiparis secara nasional. Hal tersebut akibat
masih rendahnya apresiasi atau penghargaan pemerintah terhadap
pentingnya arsip bagi kelangsungan pembangunan dan pemerintahan,
memori kolektif dan jati diri bangsa, sehingga secara psikologis pejabat
fungsional Arsiparis merasa terpinggirkan jika dibandingkan dengan
pejabat fungsional lainnya. Di samping itu tunjangan Arsiparis yang relatif
kecil juga menjadi salah satu pemicu rendahnya minat untuk menjadi
pejabat fungsional Arsiparis. Selain itu seringnya mutasi pegawai pada
pemerintah daerah provinsi termasuk pejabat fungsional Arsiparis yang
ditempatkan di luar unit kearsipan, menyebabkan Arsiparis tersebut
kesulitan dalam memperoleh angka kredit dan berdampak pada
pengunduran diri sebagai Arsiparis.

Proyeksi jumlah kebutuhan Arsiparis secara nasional dengan tanpa
memperhitungkan kebutuhan ANRI dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 6
PROYEKSI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS SECARA
NASIONAL
(DILUAR ANRI) PER MEI 2014

A. Arsiparis Kategori Keahlian 6.258
1. Arsiparis Ahli Utama 877
2% Arsiparis Ahli Madya 973
3. Arsiparis Ahli Muda 3.110
4. Arsiparis Ahli Pertama 1.298

B. Arsiparis Kategori Keterampilan 136.502
1. Arsiparis Penyelia 1.385

Arsiparis Mahir 1.653

3. Arsiparis Terampil 37.627
A Arsiparis Pemula 95.837
Jumlah 142.760

Sumber: Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, Januari 2015

Kebutuhan Arsiparis tersebut telah dipenuhi sebanyak 3.094,

sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 139.666 Arsiparis.
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Dalam rangka peningkatan apresiasi pemerintah terhadap Arsiparis,
ANRI melaksanakan pembinaan dan pengembangan Arsiparis melalui:

1. Penyusunan kebijakan terkait Arsiparis sebagai turunan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun
2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis.

2. Pengembangan kompetensi dan profesicnalitas Arsiparis, yang antara lain
dilaksanakan melalui Bimtek Kearsipan, bimbingan konsultasi,
penyuluhan kearsipan, Diklat Kearsipan dan pelaksanaan magang.

Guna menjamin standar kompetensi Arsiparis, ANRI melakukan
Sertifikasi Arsiparis melalui Uji Kompetensi Kearsipan baik pada kompetensi
tertentu maupun kompetensi jabatan, untuk mewujudkan reformasi birokrasi
yang pada saat ini semakin dituntut untuk menunjukkan hasil kinerja yang

dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

b. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana kearsipan adalah aspek yang memerlukan
perhatian yang cukup besar. Setiap Lembaga Kearsipan akan
membutuhkan Depot Arsip untuk menyimpan, menyelamatkan dan
melestarikan arsip, begitu pula setiap Unit Kearsipan membutuhkan
Sentral Arsip Inaktif (Records Center). Jika keduanya tidak ada atau tidak

memadahi, siklus kearsipan tidak akan berjalan seperti yang diharapkan.

1.2.3 Peluang (Opportunity)
a. Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Pergeseran politik ketatanegaraan dari pemerintahan sentralistik
menjadi desentralistik telah meningkatkan berbagai tuntutan masyarakat
akan perubahan paradigma baru diberbagai aspek kehidupan berbangsa
dan bernegara yang meliputi aspek politik, sosial, budaya dan hukum.
Perubahan paradigma dalam tata pemerintahan tersebut dipengaruhi oleh
implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian
diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang diubah dengan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 43

Tahun 2009 tentang Kearsipan yang mana, Pasal 6 ayat (2) mengatur
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bahwa penyelenggaraan kearsipan menjadi tanggung jawab pemerintah
daerah provinsi dan dilaksanakan oleh daerah provinsi, dan ayat (3)
mengatur bahwa berbunyi penyelenggaraan kearsipan kabupaten/kota
menjadi tanggung jawab pemerintahan kabupaten/kota.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan kesadaran politik terhadap
pentingnya peranan daerah dalam menentukan pembangunan negara dan
bangsa ini, sehingga membuka peluang yang sangat besar bagi terciptanya
pemerataan dan pembangunan daerah dan pemberdayaan sumber daya
lokal secara optimal. Akan tetapi perlu diwaspadai bahwa pelaksanaan
pemerintahan yang terdesentralisasi dapat menimbulkan disintegrasi
pelaksanaan pembangunan secara lintas daerah dan kebijakan
pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Selain itu adanya pembagian
kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan
pembangunan. Perlu dicermati pula lebih mendalam bahwa efisiensi dan
efektivitas kinerja pembangunan di tingkat daerah dapat semakin lemah
akibat keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Dalam menyikapi berbagai
konsukuensinya tersebut, maka pelaksanaan pembangunan kearsipan
mengedepankan peran pemerintah dacrah, sedangkan pemerintah pusat
hanya berperan sebagai fasilitator dan dinamisator pembangunan.
Kebijakan pembangunan pemerintah di tingkat pusat semaksimal mungkin
dapat mengakomodasi aspirasi pemerintah daerah. Perencanaan
pembangunan di pusat akan didukung dengan kemampuan dalam bidang
kebijakan strategis, advokasi, sosialisasi, agar mampu mengembangkan
jaringan kerja yang lebih harmonis dalam rangka peningkatan efektivitas
dan sinkronisasi kebijakan pembangunan lintas sektoral dan antar daerah.
Mencermati perubahan tersebut, bidang kearsipan merupakan salah satu
bidang penting dalam tata pemerintahan mengalami perubahan dalam
kaitannya dengan pembinaan kearsipan. Meskipun pemerintah daerah
mempunyai kewenangan untuk mengelola bidang kearsipan, akan tetapi
penyelenggaraan kearsipan nasional menjadi tanggungjawab ANRI yang
meliputi penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip.
Hal ini berarti bahwa kewenangan pemerintah pusat (ANRI) di bidang
kearsipan di daerah hanya berperan sebagai regulator yang mempunyai
tugas merumuskan dan menetapkan norma, standar, pedoman dan kriteria
penyelenggaraan kearsipan secara nasional yang akan menjadi acuan
dalam perumusan dan penetapan peraturan dan kebijakan kearsipan di

lembaga kearsipan daerah provinsi maupun kabupaten/kota serta sebagai
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pembina yang akan melakukan pembinaan penyelenggaraan kearsipan
kepada lembaga kearsipan daerah provinsi maupun kabupaten/kota.
Pembinaan yang dilakukan oleh ANRI sebagaimana tertuang dalam Pasal
20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
Sebagai wujud dari tanggung jawab pembinaan terhadap kemajuan
penyelenggaraan kearsipan di daerah, ANRI mempunyai komitmen untuk
melaksanakan pembinaan kearsipan yang dapat berbentuk pemberian
bimbingan, supervisi, konsultasi, monitoring dan evaluasi, pendidikan dan
pelatihan dan kegiatan pemberdayaan lainnya yang diarahkan agar
lembaga kearsipan daerah mampu menyelenggarakan urusan kearsipan

yang menjadi kewenangannya.

Perkembangan Teknologi

Perkembangan tekonologi informasi dan komunikasi saat ini cepat
atau lambat telah merubah paradigma kinerja organisasi pemerintah yang
menunjukkan peningkatan semakin efektif dan efisien dalam pelaksanaan
kegiatan. Perubahan ini sekaligus akan berdampak positif terhadap
peningkatan produktifitas hasil kegiatan administrasi yang tertuang dalam
bentuk textual dan diwujudkan dalam bentuk dokumentasi/arsip negara.

Upaya peningkatan pengembangan dibidang teknologi dalam rangka
mempertajam sistem pengelolaan dan pelayanan arsip telah mendapat
perhatian khusus dan menjadi salah satu solusi yang dapat membantu
persoalan di bidang kearsipan. ANRI telah membangun e-arsip dengan
mengimplementasikan SIKD dan SIKS untuk mendukung birokrasi medern
dengan pelaksanaan e-government dan membangun JIKN untuk penerapan
system pengelolaan informasi kearsipan berbasiskan teknologi yang dapat
meningkatkan sistem kinerja bagi pelaksanaan Open Government Indonesia
(OGI). Harus menjadi perhatian dan evaluasi ANRI, bahwa penerapan
sistem kearsipan berbasis teknologi informasi yang dapat membantu
dalam sistem pengelolaan arsip tidak dapat diterapkan oleh lembaga/unit
kearsipan, jika penguasaan pengetahuan tentang teknologi informasi yang
dimiliki SDM kearsipan (Arsiparis) dan sistem kearsipan pada lembaga/unit
kearsipan belum memadai sepenuhnya sehingga dikhawatirkan perubahan
kinerja bidang kearsipan dengan mempergunakan peralatan komputer
hanya menjadi simbol belaka, kegagalan dalam pengembangan sistem akan
mengalami benturan ketika sistem telah memaksa untuk berubah namun

dukungan Kebijakan, Anggaran dan SDM tidak dapat direalisasikan serta
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pengetahuan yang berkesinambungan tidak dapat diseimbangkan. Hasil
evaluasi pada Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah menunjukkan,
beberapa Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah yang telah
mendapatkan e-arsip (SIKS dan SIKD) dari ANRI terhenti pada proses
Bintek Kearsipan dan tidak diterapkan yang pada akhirnya kembali kepada

proses pengelolaan arsip secara manual.

c. Keterbukaan Informasi

Berbicara tentang keterbukaan informasi tidak terlepas dari Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Undang-undang Nomor
43 Tahun 2009 ini dibentuk dalam rangka menjamin ketersediaan arsip
yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara
dan hak-hak keperdataan rakyat serta mendinamiskan sistem kearsipan,
diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah
dan standar kearsipan. Menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung
terwujudnya penyelenggaraan negara dan khususnya pemerintahan yang
baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik,
penyelenggaraan kearsipan di lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga
pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan
perseorangan harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan
kearsipan nasional yang komprehesif dan terpadu.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 mendefinisikan arsip adalah
“Rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media
sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang
dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga
pendidikan, persahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan
perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara”.

Terkait dengan penciptaan arsip, setiap pelaksanaan urusan negara
dan pemerintahan atau kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan
umum harus dipertanggungjawabkan dan setiap pemanfaatan keuangan
negara, serta sumber dana yang berasal dari pinjaman luar negeri dan dari
masyarakat juga harus dipertanggungjawabkan. Dengan demikian
penyediaan atau perekaman kegiatan secara teratur dan benar akan
menyediakan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya (reliable). Dengan
pengelolaan dokumen/arsip untuk Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008,
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membantu masyarakat untuk lebih mudah mengakses serta mendapatkan
informasi dari badan publik, sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi
dalam proses perencanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan. Hal tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan disebutkan dalam Bagian Kedua tentang
Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Statis Paragraf 4 tentang Akses Arsip Statis,
Pasal 64 ayat (1) Lembaga kearsipan menjamin kemudahan akses arsip
statis bagi kepentingan pengguna arsip, ayat (2) Akses arsip statis
secbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan
pemanfaatan, pendayagunaan dan pelayanan publik dengan
memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip, ayat
(3) akses arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
didasarkan pada sifat keterbukaan dan ketertutupan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ayat (4) Lembaga
kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pelayanan
berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan yang
ditetapkan oleh ANRI serta menyediakan fasilitas untuk kepentingan akses
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain akses
arsip statis tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
mengatur akses arsip dinamis yang sifatnya terbatas, sebagaimana
tercantum dalam Bagian Kedua tentang Pengelolaan Arsip Dinamis
Paragraf 3 tentang Penggunaan Arsip Dinamis Pasal 37 ayat (1)
penggunaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b
diperuntukkan bagi kepentingan pemerintahan dan masyarakat, dan Pasal
39 menyatakan bahwa penggunaan arsip dinamis oleh pengguna yang
berhak dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dari ketiga tahapan tersebut terlihat bahwa optimalisasi peran
kearsipan melalui pengelolaan arsip yang benar ternyata cukup kompleks.
Oleh karena itu, dalam rangka efcktivitas dan efisiensi pengelolaan arsip
agar mampu memiliki daya dukung bagi manajemen, arsip harus dikelola
sesuai daur hidup arsip. Dengan demikian, ketertiban dari pengelolaan
arsip akan dapat menciptakan akuntabilitas publik bagi suatu institusi
pemerintahan. Akuntabilitas adalah kunci utama dari tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance).
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1.2.4 Ancaman (Threat)

a.

Sebagian besar masyarakat Indonesia, bahkan aparatur pemerintah sendiri
baik dari level pimpinan sampai dengan staf masih mencitrakan dan
mengapresiasikan arsip sebatas pada sisi fisiknya bukan dari sisi
informasinya. Arsip masih dipandang hanya sebagai tumpukan kertas yang
berdebu (kotor), puing-puing masa lalu yang tidak perlu mendapatkan
perhatian serius. Arsip bukan dipandang sebagai suatu bagian dari

informasi dan bukti atas hak dan kewajiban pemerintah atau warga negara.

. Arsip masih diperlakukan sekedar hasil samping (by product) dari

kegiatan pemerintah. Arsip diciptakan dan diterima oleh pemerintah dalam
rangka pelaksanaan kegiatan dan sebagai bukti kebijakan dan aktivitasnya,
belum dimanfaatkan sebagai salah satu sumber informasi penting dalam

proses kegiatan administrasi dan fungsi-fungsi manajemen birokrasi;

. Bidang kearsipan tidak secara langsung menyentuh kebutuhan dasar

harian manusia, bahkan seakan tidak ada hubungannya dengan urusan
pendidikan dan kesehatan sehingga belum menjadi prioritas dalam
pembangunan di Indonesia, walaupun sudah didukung cleh Undang-
Undang 43 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28Tahun
2012 yvang menyebutkan bahwa penyelenggaraan kearsipan adalah urusan
wajib  yang harus dilaksanakan  ditingkat nasional, propinsi,
kabupaten/kota, dan perguruan tinggi, vangsebelumnya urusan kearsipan
dalam suatu sistem kearsipan nasional hanya merupakan urusan
penunjang pemerintahan.

Kurangnya kepedulian dan perhatian yang serius terhadap pentingnya
kegiatan pengelolaan arsip dihampir seluruh jajaran organisasi, urusan
kearsipan seakan hanya tanggungjawab dan urusan unit kearsipan atau
ketatausahaan saja, hal ini tentunya sangat mempengaruhi kelanjutan dari
proses daur hidup arsip itu sendiri, yaitu pada tahap penggunaan,

pemeliharaan dan penyusutan.

. Lemahnya penegakan hukum terhadap penyimpangan dan

penyalahgunaan dalam mengelola arsip, akibatnya tanpa melakukan
pengelolaan dan penghapusan arsip yang tidak memenuhi ketentuan

hukum dianggap hal yang biasa.
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f. Organisasi kearsipan, unit kearsipan pada instansi pusat dan daerah
kurang mampu mengaktualisasikan kewenangan dan fungsinya sebagai
penggerak dalam kegiatan kearsipan, baik dalam pengelolaan, pembinaan
dan pengembangan maupun penyelamatan informasi penting. Demikian
juga, pada lembaga dan unit kearsipan, scbagai institusi yang
bertanggungjawab  pada  pengelolaan  kearsipan  kurang didukung
oleh anggaran, sarana dan prasarana, sechingga berdampak pada
pengembangan kegiatan kearsipan.

g. Sumber daya manusia (Arsiparis) yang masih terbatas baik secara
kuantitas dan kualitas, keterbatasan SDM ini juga berpengaruh pada
pengembangan kegiatan kearsipan itu sendiri.

h. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang melahirkan
arsip dalam format digital dan berdampak pada pengelolaan arsip
menuntut ANRI untuk mempersiapkan sumber daya yang dibutuhkan
untuk mengelola, menyimpan, melestarikan dan memanfaatkannya,
dengan tetap memelihara dan menjaga identitas dan integritas arsip
berbasis TIK.

i. Kondisi lingkungan, cuaca dan iklim yang tidak menentu akhir-akhir ini
patut mendapat perhatian khusus apabila dikaitkan dengan

keberlangsungan hidup arsip statis yang tersimpan di depot arsip ANRI.
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BAB II
VISI, MIST DAN TUJUAN ANRI

2.1 Visi ANRI

Sebagaimana diamanatkan dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara
Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indeonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka
mewujudkan kondisi tersebut, maka disusunlah visi pembangunan nasional
2015-2025 yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan
makmur. Guna mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut,
maka ditetapkan visi pembangunan nasional 2015-2019 yaitu terwujudnya
Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong
royong. Sejalan dengan visi pembangunan nasional jangka menengah Tahun
2015-2019 tersebut, ANRI telah menetapkan visi perubahan pembangunan
kearsipan Tahun 2015-2019, yaitu:

“Arsip sebagai pilar good governance dan integrasi memori

kolektif Bangsa”

Adapun visi Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2000-2025 adalah
“Arsip sebagai Simpul Pemersatu Bangsa dalam Kerangka Negara Kesatuan
Republikk Indonesia yang dicapai pada Tahun 20257, Arsip merupakan bukti
dari dinamika sejarah perkembangan perjalanan bangsa. Melalui arsip kita
dapat mengetahui keberhasilan dan berbagai kegagalan yang dialami bangsa
ini mulai dari Sabang sampai Merauke. Dalam arsip tertuang informasi yang
mengandung bukti historis, nilai budaya dan harkat kebangsaan, yang dapat
menjalin dan mempertautkan keanekaragaman daerah dalam satu ikatan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
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2.2 Misi ANRI
Dalam rangka mencapai Visi 2015-2019 “Arsip sebagai pilar good
governance dan integrasimemori kolektif bangsa”ditempuh melalui 6 (enam)

Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan arsip sebagal indikator Kkinerja lembaga dan objek
pemeriksaan dalam rangka transparansi penyelenggaraan
pemerintahan melalui pemberdayaan potensi kearsipan K/L di
tingkat pusat dan daerah serta masyarakat;

2. Mewujudkan pengelolaan arsip asset melalui pengembangan
aplikasi electronic records system;

3. Mewujudkan penyelamatan dan perlindungan arsip strategis dan
melestarikannya melalui sistem seleksi makro strategis, sistem
restorasi modern, digitalisasi dan sistem jaringan informasi;

4. Mengembangkan sistem akses dan layanan arsip melalui aplikasi
sistem dan jaringan informasi kearsipan;

5. Mewujudkan dan mengembangkan NSPK sebagai alat kontrol ANRI
terhadap penyelenggaraan kearsipan;

6. Membangun sinergitas berkelanjutan dengan K/L di pusat dan
daerah terutama organisasi kearsipan (unit dan lembaga
kearsipan) dan lembaga kearsipan internasional yang tergabung

dalam ICA dan Sarbica

Misi merupakan langkah utama sesuai dengan tugas pokck dan fungsi
ANRI. Karena itu, ada 6 (enam) Misi atau langkah utama yang kesemuanya
dimaksudkan untuk mencapai Visi “Arsip sebagai Pilar Good Governance dan
Integrasi Memori Kolektif Bangsa” ANRI bertanggung jawab untuk
menyelenggarakan kearsipan nasional sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomeor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang dimulai dari
daerah hingga tingkat nasional, melibatkan peran serta masyarakat dan dalam
rangka terwujudnya penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif
dan terpadu yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan
sarana, serta sumber daya lain. Misi pertama dan kedua tersebut sebagai
bagian dari pelaksanaan peran ANRI sebagai pengambil kebijakan (policy

malker).
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Agar sistem akses dan pelayanan arsip dapat dilaksanakan dengan baik
dan menghasilkan penyelenggaraan kearsipan yang Xkomprehensif dan
terpadu, maka diperlukan masukan dari hasil kebijakan, pembinaan
kearsipan, dan pengelolaan arsip. Pemanfaatan arsip sebagai hasil dari
pengelolaan arsip yang baik, tidak hanya terbatas sebagai bukti akuntabilitas
dalam rangka menjamin transparansi penyelenggaraan pemerintah, tetapi juga
dapat melindungi, menyelamatkan, dan melestarikan arsip. Misi ketiga
tersebut merupakan pelaksanaan peran sebagai think tank yang strategis,
mengingat pengelolaan arsip yvang andal dapat meningkatkan pemanfaatan
arsip. Selain itu, hasil think tank, diharapkan dapat meningkatkan mutu
penyelenggaraan kearsipan nasional. Jika peran sebagai think tank dapat
dilaksanakan dengan baik, maka akan meningkatkan citra (brand image)
ANRI. Karena itu, peningkatan kualitas peran sebagai think tank merupakan
bagian dari pembangunan citra lembaga (organizational brand image building).

Kemudian, agar semua tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif,
maka diperlukan pelaksanaan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang
lebih baik, lebih berkualitas dengan pencipta arsip dan lembaga kearsipan
baik pusat dan daerah maupun masyarakat pada umumnya.Pelaksanaan
koordinasi ini untuk mewujudkan sinergitas berkelanjutan antara ANRI
dengan lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan,
perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseocrangan.

Adapun misi ANRI untuk mencapai visi ANRI Tahun 2000-2025 yaitu:

1. Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen
pemerintahan dan pembangunan.

2. Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi.

3. Memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah.

4. Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan
pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk
kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan
kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

Pencapaian Visi dan Misi tersebut dilaksanakan melalui berbagai upaya
dengan tanpa meninggalkan nilai-nilai ANRI berikut:
1. Integritas
2. Profesional
3. Visioner
4

Sinergi
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5. Akuntabel

2.3 Tujuan ANRI
Dalam rangka mewujudkan visi dan untuk melaksanakan misi

perubahan, maka tujuan pembangunan kearsipan ditetapkan sebagai berikut :

1. Terwujudnya penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan
terpadu, melalui Sistem Kearsipan Nasional (T'1);

2. Terwujudnya tertib arsip statis yang bernilai guna pertanggungjawaban
nasional (T2);

3. Terwujudnya penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan
Nasional (T3);

4. Terwujudnya manajemen internal yang profesional dalam rangka

mendukung tugas penyelenggaraan kearsipan nasional (T4).

Keempat tujuan strategis tersebut di atas mempunyai keterkaitan yang
sangat erat dalam rangka mencapai tujuan akhir yaitu terwujudnya tertib
arsip dinamis dan statis dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan
kearsipan nasional. Agar tujuan akhir dapat dicapai secara maksimal, maka
harus ditunjang oleh aspek kelembagaan, organisasi, ketatalaksanaan,
pengawasan dan SDM yang berkualitas serta didukung oleh sumber daya,
sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai. Untuk mencapai tujuan
tersebut Indikator Kinerja Utama ANRI untuk mencapai target pada tahun

2019 terdapat pada tabel di bawah ini :

Tabel 7
INDIKATOR KINERJA UTAMA ANRI TAHUN 2015-2019

Persentase Arsiparis pada Lembaga Kearsipan dan Unit Kearsipan
Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah Provinsi/ Kabupaten/
Kota, BUMN/BUMD dan Perguruan Tinggi Negeri yang telah
memperoleh Sertifikat Kompetensi Kearsipan.

Persentase Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan pada Lembaga
Negara, BUMN, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Perguruan Tinggi Negeri yang telah mendapatkan Pengelolaan
Arsip Berbasis e-arsip (SIKD dan SIKS).

Persentase Unit Kearsipan di lembaga negara, pemerintah

provinsi/kabupaten/kota, BUMN/BUMD dan Perguruan Tinggi
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Negeri yang telah menerapkan pengelolaan program arsip
vital/arsip aset Nasional (negara/daerah)

Persentase Persetujuan/Pertimbangan JRA Fasilitatif dan JRA
Substantif Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, BUMN/BUMD
dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN)

Jumlah arsip statis yang diakses, digunakan dan dimanfaatkan
oleh masyarakat

Jumlah simpul jaringan dalam pengelolaan sistem dan jaringan
informasi kearsipan nasional

Opini atas pemeriksaan laporan keuangan dari Badan Pemeriksa

Keuangan
Skor evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
ANRI

2.4 Sasaran Strategis ANRI
Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan bidang kearsipan
dirumuskan dalam berbagai sasaran strategis sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan Tujuan 1 [T1] yaitu Terwujudnya penyelenggaraan
kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu, melalui Sistem
Kearsipan Nasional, ditetapkan Sasaran 1 [S1] yaitu Terwujudnya tertib
arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga
pendidikan (perguruan tinggi negeri), perusahaan BUMN, BUMD, organisasi
politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan/tokch nasional.

2. Untuk mewujudkan Tujuan 2 [T2] yaitu Terwujudnya tertib arsip statis
yvang bernilai guna pertanggungjawaban nasional, ditetapkan Sasaran 2
[S2] yaitu Terwujudnya penyelamatan, pengolahan, pelindungan dan
pelestarian  sertaakses arsip untuk kepentingan pemerintahan dan
pelayanan publik.

3. Untuk mewujudkan Tujuan 3 [T3] yaitu Terwujudnya penyelenggaraan
Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, ditetapkan Sasaran 3
[S3] yaituTerselenggaranya Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan

Nasional.

4. Untuk mewujudkan Tujuan 4 [T4] vaitu Terwujudnya manajemen internal
yang profesional dalam rangka mendukung tugas penyelenggaraan

kearsipan nasional, ditetapkan Sasaran 4 [S4] yaitu Terwujudnya
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peningkatan tata kelola administrasi dan akuntabilitas kinerja yang

profesional dan transparan.
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BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ANRI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

3.1.1 Strategi Pembangunan Nasional

Membangun untuk manusia dan masyarakat;

Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan
ketimpangan yang makin melebar;

Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan mene-ngah-
bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan
pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan.

Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan
keseimbangan ekosistem

TIGA (3) DIMENSI PEMBANGUNAN

DIMENSI PEMBANGUNAN DIMENSI PEMBANGUNAN DIMENSI PEMERATAAN
MANUSIA SEKTOR UNGGULAN & KEWILAYAHAN

il Kedaulatan Pangan Antarkelompok
Tomdi Pendapatan

Kedaulatan Energi &
Ketenagalistrikan Antarwilayah: (1)
Desa. (2) Pinggiran,
(3) Luar Jawa, (4)

Mental / Karakter Paviwisata dan Industri Kawasan Timur

KONDISI PERLU )

Kepastian dan Keamanan dan

Kesehatan

Perumahan Kenhrinan

Sumber: REJMN Tahun 2015-201% Buku I Hal.5-4

3.1.2 Sembilan Agenda Prioritas [Nawa Cita]

Sembilan agenda prioritas dirumuskan untuk menunjukkan prioritas
dalam jalan perubahan menuju Indonesia vang berdaulat secara politik,
mandiri dalam bidang ekonomi, dan bherkepribadian dalam kebudayaan
tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2015-2019. Kesembilan agenda prioritas disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah

dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

www.peraturan.go.id
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4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional
sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa
Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik.

Melakukan revolusi karakter bangsa.

Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

3.1.3 Agenda Pembangunan Nasional

Agenda pembangunan nasional disusun sebagai penjabaran operasional
dari Nawa Cita. Guna mewujudkan agenda pembangunan nasional ke2 yaitu
membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demockratis dan
terpercaya disusunlah 5 sub agenda prioritas sebagai berikut:

1. Melanjutkan konsoclidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan
publik;

2. Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam pelitik dan
pembangunan;
Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan;
Menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi
Nasional (RBN);

5. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan
publik.

Sasaran yang ingin diwujudkan sub agenda prioritas ke3 adalah
meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang ditandai dengan
terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintah; meningkatnya
akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; makin efektifnya
pencrapan e-government untuk mendukung manajemen birokrasi secara
modern; dan meningkatnya implementasi open governmment pada seluruh
instansi pemerintah.

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh adalah:
1. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi
pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang

akan ditempuh melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan sistem
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pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja
pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi
pusat dan daerah.

Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan
dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan
terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain penguatan
sistem kearsipan berbasis TIK.

Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung
terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan
akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan
terhadap  penyelenggaraan negara dan  pemerintahan. Strategi
pelaksanaannya ditempuh antara lain: publikasi semua proses
perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website
masing-masing K/L/D; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi
Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya

fotografi Indonesia.

3.1.4 Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang

Dengan penerapan sasaran pengarusutamaan tata kelola pemerintah

yang baik adalah (i) meningkatnya keterubukaan informasi dan komunikasi

publik, (ii) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan

publik, (iii) meningkatnya kapasitas birckrasi, dan (iv) meningkatnya kualitas

pelayanan publik.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui arah kebijakan dan

strategi pembangunan bidang sebagai berikut:

1.

Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik, diantaranya
melalui penyelesaian dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik;
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan,
diantaranya melalui penciptaan forum-forum konsultasi publik;
Peningkatan kapasitas birokrasi, diantaranya melalui perluasan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi di pusat dan daerah;

Peningkatan kualitas pelayanan publik, diantaranya melalui penguatan
kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik, yang meliputi
pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pengawasan, termasuk pengawasan

oleh masyarakat.
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Untuk itu, ditetapkan indikator pengarusutamaan tata kelola
pemerintahan yvang perlu diterapkan di tingkat kementerian/lembaga dalam
rangka penguatan kapasitas birokrasi melalui Reformasi Birokrasi antara lain
yvang terkait Penyelenggaraan Kearsipan Nasional sebagai berikut:

TABEL 8
INDIKATOR PENGARUSUTAMAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Isu/ Kebijakan instansi trtlileior . sty Sasaran
No. Kebijakan dalam Renja ; : P 2019
. instansi
Nasional
8 |Penerapan e- | Penerapan e-Arsip | % K/L/D yang telah 50%
Arsip di tiap unit | menerapkan
organisasi manajemen arsip
pemerintah secara lebih efektif

Sumber: RPJMN Tahun 2015-2019 Buku II Hal. 1-9

3.1.5 Sasaran Pembangunan Bidang Aparatur

Sasaran utama pembangunan bidang aparatur negara untuk tahun
2015-2019 adalah meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif dan terpercaya yang diwujudkan ke dalam 3 (tiga) sasaran
dengan parameter:

1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien
3. Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Dalam rangka pencapaian sasaran terwujudnya tatakelola pemerintahan
yang baik, dinamis dan integratif, maka arah kebijakan dan strategi
pembangunan bidang aparatur negara Tahun 2015-2019 dikelompokkan
berdasarkan sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran Pertama: Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang yvang akan dilaksanakan
adalah sebagai berikut:
a. Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektifl
b. Penerapan pengawasan yang independen, profesional dan sinergis
c. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem
akuntabilitas, keuangan dan kinerja
d. Peningkatan fairness, transparansi dan profesionalisme dalam
pengadaan barang dan jasa
2. Sasaran Kedua: Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien
Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang vang akan dilaksanakan
adalah sebagai berikut:
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a. Penguatan agenda Reformasi Birokrasi Nasional dan peningkatan
kualitas implementasinya
b. Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat
fungsi dan sinergis
c. Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatil dan
berbasis e-governinent
d. Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif dan berbasis
merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat
e. Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektil
f.  Peningkatan kualitas kebijakan publik
g. Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untuk
mewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan
transformatif
h. Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi
i. Penerapan manajemen kearsipan vang handal, komprehensif, dan
terpadu
Dalam rangka untuk mendukung tertib administrasi pemerintahan
perlu didukung oleh manajemen kearsipan yang handal dan
komprehensif yang berbasis pada TIK. Untuk itu, akan dilakukan
upaya peningkatan manajemen kearsipan antara lain: (1) Peningkatan
pengelolaan arsip untuk menjamin akuntabilitas, transparansi,
preduktivitas, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak
keperdataan rakyat serta peningkatan kualitas pelayanan publik; (2)
Peningkatan penyelamatan, pengamanan, dan pemanfaatan arsip
sebagai bahan pertanggungjawaban berbangsa dan bernegara, aset
nasional, serta memeori kolektif bangsa; (3) Pemantapan dan
peningkatan pemanfaatan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN)
dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), termasuk
pengelolaan arsip aset dan pengembangan portal kearsipan terkait
peraturan perundang-undangan.
3. Sasaran Ketiga: Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik Berkualitas
a. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan
b. Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik.
Pada aspek bisnis proses, beberapa kebijakan yang mendasari
implementasi penerapan e-government antara lain Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Inpres
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Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan
E-Government. Penerapan e-government dalam birokrasi pemerintah sudah
dimulai, misalnya dalam bentuk (a) government to citizen (G2C) melalui
penerapan e-KTP, e-Immigration; (b) government to bussiness (G2B) melalui
penerapan e-Procurement, Ina Trade, National Single Windows (NSW); (c)
government to government (G2G) melalui penerapan e-Planning, e-Budgeting, e-
Auditing. Inisiatif Open Government Indonesia (OGI) telah disebarluaskan dan
diimplementasikan secara bertahap pada birokrasi pemerintah. Kementerian
PAN dan RB telah membentuk Tim Kerja E-Government guna meningkatkan
sinergi dalam pengembangan kebijakan e-government, melalui koordinasi
dengan Kemkominfo, dan K/L terkait lainnya.

Di bidang kearsipan, dengan berlakunya Undang-Undang Nemor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nemor 28 Tahun
2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan, penguatan manajemen kearsipan berbasis TIK melalui Sistem
Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dan Sistem Informasi Kearsipan Statis
(SIKS), serta pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan
Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), termasuk pengelolaan arsip
aset terus dikembangkan. Ke depan, sistem kearsipan merupakan bagian
tidak terpisahkan dari pengembangan birokrasi modern melalui peningkatan
penyelamatan, pengamanan, dan pemanfaatan arsip. Berwujud tertib
administrasi yang didukung dengan tata kelola arsip berbasis TIK.

Sejalan dengan pencapaian sembilan agenda prioritas pembangunan
[Nawa Cita] tersebut di atas, ANRI sebagai lembaga yang mempunyai tugas
pemerintahan di bidang kearsipan turut berperan aktif dan mendukung
terwujudnya agenda pembangunan yang kedua yaitu mewujudkan tatakelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dengan sasaran
terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien. Guna mencapai sasaran
tersebut, maka ditetapkan arah kebijakan penerapan manajemen kearsipan
vang handal, kemprehensif, dan terpadu.

Dalam RPJMN 20153-2019 pembangunan kearsipan diarahkan guna
mendukung tercapainya prioritas sub bidang aparatur pada fokus prioritas II

Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien dan Efektif sebagai berikut:
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TABEL 9
MATRIKS BIDANG PEMBANGUNAN HUKUM DAN APARATUR

. Target Penanggung
FRsgRin. LI 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
No | Program/ Kegiatan Sasaran Indikator Jawab/
Prioritas Nasional Pelaksana
18 | PEMBINAAN Meningkatnya Jumlah 3 2 Prov | 2 Prov | 2 Prov 1 Prov | ANRI
KEARSIPAN DAERAH | efektivitas Pemerintah Prov./
I penyelenggaraan | Prov. /Kab. /Kota | Kab./
sistem yang Kota
kearsipan di Mendapatkan
lembaga Kemampuan
kearsipan Teknis
daerah provinsi | Pengelolaan
dan Arsip Aset
kabupaten/kota | sesuai dengan
Peraturan
Perundangan
19 | PEMBINAAN Meningkatnya Jumlah 4 Prov. | 2 Prov | 2 Prov | 2 Prov 1 Prov | ANRI
KEARSIPAN DAERAH | efektivitas Pemerintah
IT (unit baru) penyelenggaraan | Prov. /Kab. /Kota
sistem yang
kearsipan di Mendapatkan
lembaga Kemampuan
kearsipan Teknis
daerah provinsi | Pengelolaan
dan Arsip Aset
kabupaten/kota | sesuai dengan
Peraturan
Perundangan
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20 | PEMBINAAN Meningkatnya Jumlah Instansi 11 25 35 45 55 ANRI
KEARSIPAN PUSAT efektivitas Pusat yang Instansi | Instansi | Instansi | Instansi | Instansi
penyelenggaraan | sudah
sistem Menerapkan
kearsipan di SIKD-TIK
lembaga negara
dan badan
pemerintah
pusat
21 | PENYELENGGARAAN | Peningkatan Pengelolaan 35 40 45 60 75 ANRI
SISTEM DAN Sistem dan Sistem dan Simpul | Simpul | Simpul | Simpul | Simpul
JARINGAN Jaringan jaringan
INFORMASI Informasi Informasi
KEARSIPAN Kearsipan Kearsipan
NASIONAL Nasional Nasional
(rioritas
Nasional)
(diusulkan)

Sumber: RPJMN Tahun 2015-2019 Matriks Bidang Pembangunan Hal.ll.7.M-51
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3.2 Arah Kebijakan dan Strategi ANRI
3.2.1 Arah Kebijakan ANRI

Sejalan dengan amanat Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa penyelenggaraan kearsipan nasional
menjadi tanggung jawab ANRI yang meliputi penetapan kebijakan, pembinaan
kearsipan dan pengelolaan arsip. Dengan demikian kewenangan pemerintah
pusat (ANRI) hanya berperan sebagai regulator yang mempunyai tugas
merumuskan dan menetapkan norma, standar, pedoman dan kriteria
penyelenggaraan kearsipan secara nasional yang akan menjadi acuan dalam
perumusan dan penetapan peraturan dan kebijakan pembangunan kearsipan
di lembaga kearsipan daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu
ANRI juga berperan sebagai fasilitator, agar mampu mengembangkan jaringan
kerja yang lebih harmonis dalam rangka efektifitas dan sinkronisasi kebijakan
di bidang kearsipan dengan Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota.

Dengan peran dan tugas tersebut di atas, maka arah kebijakan
pembangunan kearsipan Tahun 2015-2019 adalah:

a. Kebijakan Kearsipan
Kebijakan kearsipan sebagai landasan dalam melaksanaan
penyelenggaraan kearsipan nasionan yang meliputi (a) pengembangan
NSPK sebagai alat kontrol terhadap penyelenggaraan kearsipan melalui
penyusunan peraturan di bidang kearsipan di kementerian/lembaga (pusat)
dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota; (b) penyusunan NSPK sebagai
amanat UU Nomor 43 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2012 yang berimplikasi pada kementerian/lembaga (pusat) dan
pemerintahan daerah yang menyangkut 10 area yaitu: (b1) Pembinaan; (b2)
Pengelolaan Arsip; (b3) Pembangunan Sistem Informasi Kearsipan Nasional
(SIKN) dan Pembentukan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);
(b4) Organisasi; (b5) Pengembangan Sumber Daya Manusia; (b6) Prasarana
dan Sarana Kearsipan; (b7) Pelindungan dan Penyelamatan Arsip; (b8)

Sosialisasi Kearsipan; (b9) Kerja Sama; dan (b10) Pendanaan.
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b. Pembinaan kearsipan

Dalam rangka meningkatkan kemajuan penyelenggaraan kearsipan
nasional perlu: (a) penguatan dan penataan lembaga kearsipan, yang
meliputi penguatan dan penataan secara struktural unit kearsipan pada
kementerian/lembaga, lembaga kearsipan di daerah dan perguruan tinggi;
serta penguatan peranan dan fungsi unit dan lembaga kearsipan pada
kementerian/lembaga dan daerah serta perguruan tinggi. Penataan dan
penguatan organisasi kearsipan diharapkan dapat memudahkan
penugasan dan koordinasi organisasi kearsipan, sehingga akan terciptanya
efisiensi dan  efektifitas kinerja organisasi kearsipan. Dengan
mengupayakan pemisahan lembaga kearsipan dengan perpustakaan,
karena kedua lembaga tersebut mempunyai fungsi yang berbeda, sehingga
terwujud lembaga kearsipan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Oleh karena itu, ANRI
mendorong percepatan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
untuk mengatur pembentukan organisasi yang berdasarkan urusan
pemerintahan; (b) Penguatan penerapan sistem pengelolaan arsip dinamis
berbasis TIK di tingkat pusat dan daerah melalui pengembangan Sentral
Arsip Aktif (central file) dan Sentral Arsip Inaktif (records center) dan
pembangunan depot arsip statis; (c) pengembangan sarana dan prasarana
kearsipan melalui standarisasi gedung, peralatan dan sistem jaringan
kearsipan; (d) Jaringan sinergitas dan koneksi dengan unit dan lembaga
kearsipan; (e) Peran dan partisipasi masyarakat menuju sadar arsip; (f) Hal
yvang tidak kalah penting adalah sumber daya manusia merupakan salah
satu komponen penting dalam manajemen arsip dinamis dan statis. Untuk
mewujudkan sistem kearsipan secara menyeluruh, perlu dilakukan
pembinaan sumber daya manusia (Arsiparis). Hal tersebut sesuai dengan
amanat Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan, ANRI mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kearsipan
secara nasional terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan daerah, arsip
daerah provinsi, arsip daerah kabupaten/kota, dan arsip perguruan tinggi,
termasuk pembinaan Arsiparis.

Apabila dicermati, yang menjadi permasalahan dalam
penyelenggaraan kearsipan adalah kurangnya SDM Kearsipan (Arsiparis)
dan terbatasnya sarana dan prasarana selalu menjadi alasan buruknya
pengelolaan arsip di hampir sebagian besar instansi pemerintah pusat

maupun daerah. Kondisi semacam itu diperparah dengan image yang selalu



2015, No.1387 43

menempatkan bidang kearsipan sebagai “bidang pinggiran” di antara
aktivitas-aktivitas kerja lainnya. Kecenderungan semacam ini terjadi antara
lain disebabkan masih rendahnya apresiasi atau penghargaan pemerintah
terhadap pentingnya arsip bagi kelangsungan pembangunan dan
pemerintahan, sehingga secara psikologis pejabat fungsional Arsiparis
merasa termarginalkan dibandingkan pejabat fungsional lainnya. Di
samping itu tunjangan Arsiparis yang relatif kecil juga menjadi salah satu
pemicu rendahnya minat untuk menjadi pejabat fungsional Arsiparis.
Selain hal tersebut ketidakjelasan kapan akan diangkat menjadi pejabat
fungsional Arsiparis pasca diklat penciptaan Arsiparis dan juga terbatasnya
peran ANRI dalam membantu proses pengangkatan Arsiparis yang telah
dihasilkan dari diklat penciptaan Arsiparis dengan dana APBN maupun
APBD, juga menjadi penyebab menurunnya minat menjadi pejabat
fungsional Arsiparis. Keterbatasan peran ANRI dalam membantu proses
pengangkatan Arsiparis di daerah disebabkan karena adanya pengaturan
kewenangan dalam hal pengangkatan pegawai daerah.

Secara umum pembinaan terhadap sumber daya manusia kearsipan
dalam rangka mewujudkan profesionalisme SDM kearsipan masih
mengalami beberapa kendala antara lain (a) belum lengkapnya pedoman
pembinaan Arsiparis, (b) Dengan adanya kebijakan ANRI untuk
meningkatkan kualitas SDM kearsipan di instansi pusat dan daerah, secara
kualitas saat ini sudah mulai mengalami peningkatan, namun secara
kuantitas masih menghadapi tantangan, antara lain terbatasnya jumlah
Arsiparis di instansi pusat maupun daerah. Hal tersebut disebabkan
karena belum dipenuhinya aturan yvang terkait dari penjabaran Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Pasal 157 mengenai analisis kebutuhan
Arsiparis secara nasional sehingga mengakibatkan ketidakjelasan formasi
Arsiparis. Hal tersebut juga akan berpengaruh pada program diklat
penciptaan Arsiparis baik tingkat terampil maupun tingkat ahli, (c) Masih
lemahnya sistem sertifikasi SDM kearsipan, karena kurangnya koordinasi
dengan unit terkait, sehingga antara kegiatan diklat sertifikasi dan
sertifikasi SDM kearsipan tidak sinergi, (d) terbatasnya kualitas dan
kuantitas SDM kearsipan di pemerintah pusat dan daerah, () terbatasnya
peran ANRI dalam membantu proses pengangkatan Arsiparis di daerah, (f)
masih rendahnya apresiasi/penghargaan pemerintah terhadap pentingnya

arsip, dan (g) kurangnya sosialisasi tentang Jabatan Fungsional Arsiparis.
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c. Pengelolaan Arsip

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1), Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan, pengelolaan arsip dinamis yang baik dilaksanakan untuk
menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai
bahan akuntabilitas dan alat bukti sah berdasarkan suatu sistem yang
memenuhi persyaratan andal, sistematis, utuh, menyeluruh dan sesuai
dengan norma, standar, prosedur dan kriteria. Sedangkan Pasal 40 ayat (2)
mengatur bahwa pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (2) meliputi penciptaan arsip, penggunaan dan pemeliharaan
arsip dan penyusutan arsip. Lebih lanjut dipertegas oleh Pasal 41 butir (1)
bahwa pencipta arsip sebagaimana Pasal 40 ayat (2) penciptaan arsip
dilaksanakan dengan baik dan benar untuk menjamin rekaman kegiatan
dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga menghasilkan arsip yang
autentik, utuh dan terpercaya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Dengan demikian penyelenggaraan kearsipan
dinamis memungkinkan suatu organisasi melaksanakan kegiatan yang
mengarah pada pendokumentasian perumusan kebijakan, pelayanan serta
proses pengambilan keputusan. Selain itu organisasi juga dapat
memberikan pelindungan dan dukungan dalam perkara hukum termasuk
manajemen risiko yang berkaitan dengan keberadaan atau penyediaan
bukti kegiatan organisasi sekaligus menyimpan memori organisasi yang ada
sebagai memori personal, memori organisasi dan memori kolektif.

Disisi lain, pengelolaan arsip statis berdasarkan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 2009, Pasal 59 ayat (1) mengatur bahwa pengelolaan arsip
statis dilaksanakan untuk menjamin keselamatan arsip sebagai
pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara, selanjutnya ayat (2) pengelolaan arsip sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi akuisisi arsip statis, pengolahan arsip,
preservasi arsip dan akses arsip statis. Pengelolaan arsip statis yang efektif
dan efisien akan menjamin tersedianya informasi yang akurat, autentik dan
kredibel mengenai kebijakan dan program para penyelenggara negara
sepanjang masa yang dapat digunakan sebagai kajian ulang, penelitian dan
kepentingan ilmu pengetahuan.

Pengelolaan arsip yang baik juga akan mendukung terciptanya suatu
kondisi yang memenuhi standar mutu di bidang adminstrasi/manajemen
terutama di bidang arsip (record management), disamping akan mendukung

terciptanya efektivitas dan efisiensi suatu organisasi, sebagaimana
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disyaratkan oleh Standard ISO 15489 tentang “Records Management’” yang

menyatakan bahwa pengelolaan arsip yang baik akan memungkinkan

organisasi:

1) melaksanakan kegiatan/bisnis secara teratur, efisien dan dapat
dipertanggungjawabkan;

2) memberikan pelayanan yang konsisten dan adil;

3) mendukung dan mendokumentasikan perumusan kebijakan dan proses
pengambilan keputusan;

4) mendukung terciptanya konsistensi, kontinuitas, dan produktifitas
dalam manajemen administrasi;

S5) memudahkan pelaksanaan kegiatan secara efektif disuatu organisasi;

6) menjamin tetap berlangsungnya suatu kegiatan meskipun terdapat
bencana;

7) memberikan pelindungan dan dukungan hukum, termasuk manajemen
risiko;

8) Melindungi kepentingan organisasi dan hak-hak para pegawai, klien,
dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) saat ini maupun
masa yang akan datang.

Selanjutnya perkembangan teknolegi informasi dan komunikasi
merupakan hal yang tidak dapat dielakkan, imbas dari perkembangan
teknologi tersebut tentunya harus direspon secara positif. Hal itu akan
sangat menguatkan jati diri ANRI sebagai lembaga pengelola arsip yang
merupakan bagian dari pengelolaan informasi. Informasi yang berasal dari
arsip perlu pengelolaan khusus agar arsip-arsip yang tercipta sebagai
pertanggungjawaban nasional dapat terselamatkan. Pelayanan informasi
arsip harus dapat memberi dampak positif bagi keterbukaan infoermasi
pada pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan mengatur bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan arsip yang
autentik dan terpercaya. Artinya, penyelenggaraan kearsipan yang
komprehensif dan terpadu dengan dukungan sumber daya manusia yang
profesional serta prasarana dan sarana yang memadai akan meningkatkan
kualitas pelayanan publik. Upaya peningkatan pengembangan dibidang
teknologi dalam rangka mempertajam sistem pengelolaan dan pelayanan
arsip, merupakan salah satu solusi yang dapat membantu persoalan di
bidang kearsipan. ANRI telah mengimplementasikan e-arsip melalui SIKD

dan SIKS serta SIKN dan JIKN yaitu penerapan sistem pengelolaan arsip
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berbasiskan teknologi yang dapat dijadikan suatu indikasi adanya
peningkatan kinerja dalam pelaksanaan pengelolaan dokumen/arsip. Agar
sistem tersebut dapat berjalan secara optimal, maka pembangunan
kearsipan difokuskan pada kelanjutan (a) pengeloclaan arsip dinamis (PAD
berbasis manual dan PAD berbasis TIK); (b) pengelolaan arsip statis (PAS
berbasis manual dan PAS berbasis TIK); dan (c) pengelolaan SIKN dan JIKN.

Harus menjadi perhatian dan evaluasi ANRI, pengembangan sistem
kearsipan akan mengalami benturan, ketika sistem telah memaksa untuk
berubah, namun dukungan kebijakan, anggaran, dan SDM tidak dapat
direalisasikan serta pengetahuan yang berkesinambungan tidak dapat
diseimbangkan.

Perkembangan teknclogi informasi dan komunikasi di bidang
kearsipan tidak terlepas dari keterbukaan informasi publik. Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
mewajibkan agar semua lembaga publik membuka akses informasi secara
luas kepada masyarakat secara terbuka, transparan dan bertanggung
jawab. Hal tersebut, juga sejalan dengan Undang-Undang Nemor 43 Tahun
2009 tentang Kearsipan, bahwa tujuan kearsipan adalah menjamin
ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin pelindungan
kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat serta mendinamiskan
sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai
dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan
oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang handal.
Menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung terwujudnya
penyelenggaraan negara dan khususnya pemerintahan yang baik dan
bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan
kearsipan di lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan,
perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan
perseorangan harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan
kearsipan nasional yang komprehesif dan terpadu.

Terkait dengan keterbukaan informasi publik, dalam Undang-undang
Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan disebutkan dalam Paragraf 4
tentang Akses Arsip Statis, Pasal 64 ayat (1) Lembaga kearsipan menjamin
kemudahan akses arsip statis bagi kepentingan pengguna arsip, ayat (2)
Akses arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan dan pelayanan publik dengan

memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip, ayat
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(3) akses arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
didasarkan pada sifat keterbukaan dan ketertutupan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ayat (4) Lembaga
kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pelayanan
berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan yang
ditetapkan oleh ANRI serta menyediakan fasilitas untuk kepentingan akses
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kendati
demikian, ternyata belum semua instansi siap melaksanakan ketentuan
tersebut di atas, karena belum terkelolanya arsip dinamis pada setiap
kementerian/lembaga dan belum terolahnya arsip statis pada  setiap

lembaga kearsipan daerah provinsi maupun kabupaten/kota.

3.2.2 Strategi Pembangunan Kearsipan

Dari uraian yang dikemukan sebelumnya dalam rangka mendukung

pencapaian Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional serta Visi, Misi, Tujuan,

dan Sasaran Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2015-2019,

disusun strategi sebagai berikut:

1.

Strategi Pencapaian Tujuan 1 Sasaranl (T1S1)

Untuk mencapai T181 yaitu terwujudnya tertib arsip di lingkungan

lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan (perguruan

tinggi negeri), perusahaan BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi
kemasyarakatan, dan perseorangan/tokoh nasional maka ditetapkan
strategisebagai berikut:

a) Meningkatkan kualitas pelaksanaan bimbingan dan konsultasi
(BIMKOS) kearsipan di lembaga negara, pemerintahan daerah
provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan Perguruan Tinggi Negeri,
ormas, orpol dan perseorangan melalui pengembangan mekanisme
bimbingan dan konsultasi, ketersedian pedoman maupun instrumen
pendukung bimbingan dan konsultasi yang lebih komprehensif;

b) Meningkatkan kualitas pelaksanaan supervisi kearsipan di lembaga
negara, pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN,
BUMD, dan Perguruan Tinggi Negeri, ormas, orpol dan perseorangan
melalui pengembangan mekanisme supervisi, ketersediaan pedoman
maupun instrumen pendukung supervisi yang lebih kemprehensif
serta peningkatan peran SDM secara partisipatif baik dari ANRI

maupun dari instansi yang disupervisi;
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c) Meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
kearsipan bagi semua komponen bangsa;

d) Meningkatkan kualitas pelaksanaan akreditasi penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan kearsipan, lembaga dan unit kearsipan
serta sertifikasi SDM kearsipan;

e) Meningkatkan kualitas pengembangan jabatan fungsional Arsiparis.

Pencapaian sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui Program

Penyelenggaraan Kearsipan Nasional yvang bertujuan untuk menata dan

menyempurnakan organisasi dan manajemen melalui pengelolaan arsip

vang efektif dan efisien serta menyelamatkan dan melestarikan
dokumen/arsip negara.

Sasaran program ini adalah (a) meningkatnya kualitas pembinaan

kearsipan; (b) meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Kearsipan.

Strategi Pencapaian Tujuan 2 Sasaran 2 (T252)

Untuk mencapai T282 yaitu terwujudnya penyelamatan, pengolahan,

pelindungan dan pelestarian serta akses arsip untuk kepentingan

pemerintahan dan pelayanan publik, maka ditetapkan strategi sebagai
berikut:

a) Pelaksanaan analisis, pengkajian, dan perumusan prakarsa strategi di
bidang penyelamatan dan pelestarian arsip dan menyelenggarakan
konsultasi dan koordinasi dalam rangka penyelamatan dan
pelestarian arsip dengan lembaganegara/lembaga pemerintah,
perusahaan, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik;

b) Membuat standar minimal pengolahan arsip (deskripsi arsip) dari
seluruh jenis media arsip baik yang konvensional maupun media baru
dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat
bantu untuk memudahkan pengguna dalam mencari dan mengakses
arsip statis yang diinginkan;

c) Memberdayakan dan mengupayakan aksesihilitas arsip kepada publik
dengan tersedianya server storage arsip statis hasil alih media arsip
menjadi format digital yang memuat seluruh khazanah arsip statis
yang tersimpan dan meningkatkan perawatan dan atau pemelihaaan
arsip sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku, dalam
rangka mempertahankan kondisi fisik arsip, untuk melestarikan nilai

guna arsip yang terkandung didalamnya;



2015, No.1387 49

d) Meningkatkan promosi pemanfaatan arsip baik melalui penerbitan
naskah sumber arsip maupun pameran arsip yvang diseclenggarakan
untuk penyebaran informasi arsip kepada masyarakat dan
membangun kerjasama dengan berbagai pihak baik di lingkungan
ANRI maupun di luar lingkungan ANRI dalam mengembangkan
pemanfaatan arsip.

Pencapaian sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui Program

Penyelenggaraan Kearsipan Nasional yvang bertujuan untuk menata dan

menyempurnakan organisasi dan manajemen melalui pengelolaan arsip

vang efektif dan efisien serta menyelamatkan dan melestarikan
dokumen/arsip negara.

Sasaran program ini adalah meningkatnya kualitas layanan kearsipan.

3. Strategi Pencapaian Tujuan 3 Sasaran 3 (T'3S3)

Untuk mencapai T383 yaitu terselenggaranya Sistem dan Jaringan

Informasi Kearsipan Nasional, maka ditetapkan strategi sebagai berikut:

a) Memperoleh komitmen dan dukungan positif dari pimpinan lembaga
penyelenggara negara dan pemerintahan, baik di tingkat pusat
maupun daerah;

b) Menyediakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang
akan mendukung implementasi Sistem dan Jaringan Informasi
Kearsipan Nasional, baik di pusat jaringan nasional maupun di simpul
jaringan,

c) Menyiapkan sumber daya manusia yang profesional dalam jumlah
memadai berdasarkan keahlian untuk mendukung tanggung jawab
ANRI sebagai pusat jaringan nasional;

d) Menyediakan prasarana dan sarana serta sumber daya pendukung
lainnya melalui peningkatan peran serta masyarakat;

e) Melakukan koordinasi yang efektif dengan unit kerja internal dan
instansi terkait lainnya serta bekerja sama dengan organisasi
kearsipan internasional dan lembaga kearsipan negara lain;

f)  Mengikuti tren perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
serta kearsipan di dunia internasional dan menerapkan sesuai dengan
kebutuhan penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan

Nasional.
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Pencapaian sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui Program
Penyelenggaraan Kearsipan Nasional yvang bertujuan untuk menata dan
menyempurnakan organisasi dan manajemen melalui pengelolaan arsip
vang efektif dan efisien serta menyelamatkan dan melestarikan
dokumen/arsip negara.

Sasaran program ini adalah terkelolanya arsip dinamis dan statis.

Strategi Pencapaian Tujuan 4 Sasaran 4 (T454)

Untuk mencapai T454 mewujudkan birckrasi yang modern di ANRI, maka

ditetapkan strategi sebagai berikut:

a) Meningkatkan koordinasi secara terus-menerus dan menyeluruh
dengan seluruh unit kerja dalam perencanaan penyusunan anggaran
yvang berbasis kinerja;

b) Meningkatkan koordinasi secara terus menerus dan menyeluruh
dengan seluruh unit kerja dalam penyusunan laporan akuntabilitas
kinerja ANRI;

c) Meningkatkan koordinasi secara terus menerus dan menyeluruh
dengan seluruh unit kerja dalam pengelolaan administrasi keuangan
secara transparan dan akuntabel;

d) Meningkatkan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan,
organisasi dan ketatalaksanan, kepegawaian, hukum, kehumasan,
keuangan, perlengkapan, kearsipan, dan rumah tangga ANRI;

e) Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan pembangunan kearsipan;

f) Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM melalui diklat teknis
kearsipan baik di dalam maupun luar negeri;

g) Meningkatkan promosi layanan Pusat Jasa Kearsipan secara terus
menerus pada instansi pemerintah dan swasta;

h) Meningkatkan kualitas Pusat Jasa Kearsipan dalam pembenahan
arsip di instansi pemerintah maupun swasta;

i) Meningkatkan koordinasi secara terus menerus dan menyeluruh
dengan seluruh unit kerja dalam hal pengawasan internal terhadap
pengelolaan APBN, kepegawaian maupun perlengkapan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Pencapaian sasaran tersebut di atas dilakukan melalui:

1. Program Dukungan Manajeman dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Arsip Nasional Republik Indonesia yang bertujuan untuk
meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan di  bidang
perencanaan program dan anggaran, administrasi ketatausahaan,
organisasi dan tata laksana, kepegawaian, hukum, kehumasan,
keuangan, perlengkapan, kearsipan, dan rumah tangga ANRI.

Sasaran program ini adalah terlaksananya layanan dukungan
manajemen dan pengawasan intern.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Arsip Nasional
Republik Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan
kuantitas sarana dan prasarana ANRI.

Sasaran program ini adalah meningkatnya efektifitas pemenuhan

sarana dan prasarana kantor untuk mendukung layanan arsip.

3.3 Kerangka Regulasi

Di sini peran ANRI dalam penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai
regulator yang mempunyai tugas merumuskan dan menectapkan norma,
standar, pedoman dan kriteria penyelenggaraan kearsipan secara nasional
yang akan menjadi acuan dalam perumusan dan penetapan peraturan dan
kebijakan kearsipan di lembaga kearsipan daerah provinsi, kabupaten/kota
maupun di unit kearsipan kementerian/lembaga serta melakukan pembinaan
penyelenggaraan kearsipan kepada lembaga kearsipan daerah provinsi,
kabupaten/kota dan unit kearsipan kementerian/lembaga. Namun pembinaan
kearsipan masih kurang efektif, karena belum lengkapnya peraturan
perundang-undangan di bidang kearsipan sebagai penjabaran dari Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2012.

Di samping itu, terus dilakukan upaya perbaikan untuk mencapai
keselarasan antara kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip,
yang ditunjukkan dengan penyediaan NSPK untuk dapat diterapkan pada
pencipta arsip dan lembaga kearsipan dalam pengelolaan arsip. Namun
demikian, keselarasan tersebut masih belum sepenuhnya sesuai harapan
karena terbatasnya instrumen pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan
kearsipan, serta belum optimalnya kualitas sumber daya manusia kearsipan.

Masih terdapat ketidakselarasan antara kebijakan, pembinaan kearsipan, dan
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pengelolaan arsip berpotensi menghambat pencapaian tujuan penyelenggaraan

kearsipan.

Mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2013 dan Peraturan
Kepala ANRI Nomeor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip
Nasional Republik Indonesia, ANRI mempunyai tugas pemerintahan dibidang
kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
menyelenggarakan fungsi:

a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kearsipan;

b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas lembaga;

c. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang
kearsipan;

d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang
perencanaan umum, ketatausahaan, kehumasan, hukum, organisasi dan
tatalaksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga,
persandian dan kearsipan.

e. Penyelenggaraan pembinaan kearsipan nasional;

f.  Pelindungan, penyelamatan, dan pengelolaan arsip statis berskala
nasional; dan

g. Penyelenggaraan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional.

Untuk lebih jelasnya, pembentukan kerangka regulasi Tahun 2015-2019
adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pembinaan penyelenggaraan kearsipan nasional yang
komprehensif dan terpadu melalui sistem kearsipan nasional. Kerangka
regulasi yang sudah dibentuk adalah tentang desain pembinaan kearsipan
daerah, bidang kompetensi, pendidikan dan pelatihan, serta penjaminan
sumber daya manusia kearsipan.

2. Terwujudnya pelindungan, penyelamatan, pengolahan, pelestarian dan
akses arsip untuk kepentingan pemerintahan. Kerangka regulasi yang
sudah dibentuk adalah pedoman pelindungan, pengamanan dan
penyelamatan dokumen/arsip vital negara. Adapun kerangka regulasi yang
akan dibentuk adalah sistem pengelolaan arsip dinamis dan statis; kriteria
tanggung jawab; dan strategi pelindungan dan penyelamatan arsip.

3. Tercapainya peningkatan mutu dan efektifitas NSPK sistem kearsipan.

Kerangka regulasi yang sudah dibentuk adalah tentang petunjuk
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pelaksanaan pembentukan produk hukum di lingkungan ANRI. Sedangkan
yang akan dilaksanakan adalah menyusun kebijakan kearsipan nasional
dengan melibatkan lembaga negara, pemerintah daerah provinsi,
pemerintah daerah kabupaten/kota, perguruan tinggi dan BUMN/BUMD
serta semua pihak terkait.

4. Tercapainya peningkatan mutu dan efektivitas penyelenggaraan SIKN dan
JIKN. Kerangka regulasi yang sudah dibentuk adalah pedoman
penyelenggaraan SIKN dan JIKN serta standar elemen data arsip dinamis
dan statis untuk penyelenggaraan SIKN. Sedangkan, kerangka regulasi
yang akan dibentuk adalah penyempurnaan pedoman penyelenggaraan

SIKN dan JIKN.

3.4 Kerangka Kelembagaan
a. Organisasi

Dari sisi internal adalah revitalisasi organisasi untuk menciptakan
organisasi yang efektif dan efisien, kaya fungsi, rasional, dan proporsional.
Organisasi disusun berdasarkan visi, misi, dan strategi yang jelas,
mengedepankan kompetensi dan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas,
menerapkan strategi organisasi pembelajaran (learning organization) yang
cepat beradaptasi dengan berbagai perubahan.

Dalam rangka penyelengaraan kearsipan nasional berdasarkan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, organisasi dan
tata kerja ANRI telah mengalami perubahan dua kali dan terakhir dicabut
dengan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2014.

Dari sisi eksternal baik dalam sistem administrasi pemerintahan
maupun manajemen modern, manajemen kearsipan memiliki posisi dan
peran yang sangat penting dan strategis, meskipun selama ini belum
mendapat perhatian yang proposional dalam organisasi pemerintahan
tingkat pusat dan daerah. Hal tersebut berpangkal dari kesadaran, jika
dilihat arsip dari fisiknya bukan dari segi informasinya. Lemahnya urusan
kearsipan pada organisasi pemerintahan pusat dan daerah dipengaruhi
oleh tingkat kesadaran terhadap masalah arsip. Berpangkal dari Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 bahwa urusan kearsipan menjadi
urusan wajib. Implikasinya adalah unit/lembaga kearsipan wajib dibentuk
oleh setiap lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri,

BUMN, dan BUMD seperti diamanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun
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2009 tentang Kearsipan. Namun sampai saat masih terdapat lembaga
negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN dan BUMD

yang belum mempunyai unit kearsipan.

. Katatalaksanaan

Di bidang ketatalaksanaan, arsip menjadi kunci kinerja organisasi.
Penyelenggaraan kearsipan memiliki tujuan terlaksananya penciptaan,
penggunaan dan pemeliharaan serta penyusutan arsip dinamis secara
efektif dan efisien. Dengan demikian penyelenggaraan kearsipan dinamis
memungkinkan suatu organisasi melaksanakan kegiatan yang mengarah
pada pendokumentasian perumusan kebijakan, pelayanan serta proses
pengambilan keputusan. Di samping itu, organisasi juga dapat memberikan
pelindungan dan dukungan dalam perkara hukum termasuk manajemen
risiko yang berkaitan dengan keberadaan atau penyediaan bukti kegiatan

organisasi.
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BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja
Dalam

rangka mendukung pencapaian

tujuan, secara

spesifik

dijabarkan dalam tabel Sasaran dan Indikator Kinerja ANRI Tahun 2015-2019

sebagai berikut :

TABEL 9

TABEL SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA ANRI

Sasaran

Sasaran Strategis 1 :

Terwujudnya tertib
arsip di lingkungan
lembaga negara,
pemerintah daerah,
lembaga pendidikan
(perguruan tinggi
negeri), perusahaan,
BUMN, BUMD,
organisasi politik,
organisasi
kemasyarakatan,
dan
perseorangan/tokoh
nasional

TAHUN 2015-2019

Indikator Kinerja

Target Kinerja

Tahun 2019

Jumlah SDM Kearsipan yang
memperoleh pembinaan
kearsipan

Persentase Unit Kearsipan S50%
pencipta arsip Lembaga

Negara, BUMN/BUMD,

Lembaga Kearsipan Daerah
provinsi/kabupaten/kota dan

Lembaga Kearsipan

Perguruan Tinggi Negeri

(LKPTN]) yang telah

menerapkan e-arsip dalam

SIKD dan SIKS dan

menghasilkan Daftar Arsip

Usul Serah (untuk DEKON)

dan Daftar Informasi

Kearsipan (untuk JIKN)

dalam pengelolaan arsip

dinamis dan arsip statis

Persentase Unit Kearsipan di 52%
lembaga negara, pemerintah
provinsi/kabupaten/kota,

BUMN/BUMD dan Perguruan

Tinggi Negeri yang telah

menerapkan pengelolaan

program arsip vital/arsip aset

Nasional (negara/daerah)

7.775 SDM
Kearsipan
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4.2 Kerangka Pendanaan
Sumber pendanaan berasal dari APBN melalui mekanisme yang
berlaku. Penyusunan kerangka pendanaan mengacu pada pendekatan
penganggaran terpadu (unifiedbudgeting), pendekatan penganggaran
berbasis kinerja (performance base budgeting), dan sistem penganggaran

berjangka menengah (medium term expenditure framework).
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BAB V
PENUTUP

Dengan ridho dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Strategis
Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2015-2019 dapat disusun.
Penyusunan dan penetapan Renstra ini untuk menjawab dan memfokuskan
upaya ANRI dalam menghadapi tantangan pembangunan kearsipan yang
semakin rumit dan komplek terutama tantangan perkembangan politik dan
ketatanegaraan serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih.
Renstra ANRI ini sebagai rencana jangka menengah yang masih bersifat
umum, sechingga diperlukan penjabaran secara teknis operasional setiap
tahunnya sebagai upaya yang berkesinambungan dalam kurun waktu lima
tahun. Renstra ANRI Tahun 2015-2019 ini diharapkan dapat digunakan
sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian rencana
pembangunan ANRI dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Di samping hal tersebut, keberhasilan dalam implementasi Renstra
ANRI sangat ditentukan adanya upaya kerja keras, profesionalisme, komitmen,
integritas, dan dedikasi yang tinggi disertai dengan semangat kebersamaan,
sinergi dan harmoni dari segenap pegawai di lingkungan ANRI. Selain itu hal
yang tidak kalah pentingnya adalah adanya efisiensi dan efektifitas kerja sama
dan koordinasi dari berbagai pihak di lingkungan internal ANRI dan eksternal
baik ditingkat nasional (antarinstansi pemerintah, pemerintah daerah, swasta
dan masyarakat) maupun internasional (regional, multilateral dan bilateral).
Pelaksanaan Renstra ANRI selama kurun waktu 5 tahun ke depan, juga tidak
akan mungkin terlepas dari kondisi yang terus berkembang di tingkat nasional
maupun global schingga pada waktunya diperlukan upaya-upaya
penyempurnaan program maupun kegiatan, sehingga diharapkan tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Saran dan sumbang pendapat

yang bersifat membangun akan kami terima dengan senang hati.

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUSTARI IRAWAN
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LAMFIRAN II

FERATURAN EEFALA ARSIF NASIONAL REFUELIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 2015
TENTANG
FENCANA STRATEGIE ARSIF NABIONAL REFUELIK INDONESIA TAHUN 2015-2019

MATRIK KINERJA DAN FENDANAAN ANEI

2015-2019
KODE
SASAR AM PROGR A UNIT
KU PROG) KEG | SRO0RAW | (QUTCOMEN SASARAN |\ okast DRGANIS AST
PELAKSAM A
(CUTPUT); INDIKATOR 2015 2016 017 18 2019 2015 anie6 2017 018 20149
o87 | 01 PROGR A Terwujudnya 14620, 320 18,062 438 18,826,739 19,709,991 38,055,619
DUKUNGAN pelaksanaan dulungan
MANARMENDAN (o5 ajemen yang
ﬂﬂﬁ%@ aluntabel dan
NCRENET profesional
087 | 01 | 2614 |PENINGKATAN Meninglatnya Pusat Biro Drganisasi,
LAYANAN HUKUM, | afeldivitas dan lavanan Kepegawaian
PEMBINAAN hulum, pembinaan dan Hulum
ORGANISAST DAt org anisasi dan
ZRHM.HH‘EE; ketatalaksanaan dan
PENGELOUAAN “m.:.__h_e_mm:h__”zﬂ.._—m:_ﬁ_ di
PEGANAL DT Ny hgan
LINGKUNGAN
ANRL SR o unit karja vang G0 Sop CC SOP C5 SOP G0 SOP G0 SR 92,000 100,000 120,000 144,000 172800
dievaluasi dan diselaraskan
[Pricritas kL]
Fagawai yang meararima 21 Crang 1rang 10 Crarg 10 Cramg 10 Crang 418,000 250,000 200,000 200,000 200,000
bartuam beasiswa
Pasarta Traiming) Kursus 20 Crang 50 Crang 70 Cxarg 20 rang 90 Cramg 141,200 141,500 145,000 150,000 15000
Lawaman di bidang Hukwm 2 Layaman 2 Layanan 2 Layanan 3 Lavanman 3 Layaman 524,199 320,876 340,692 370,765 403,645
P araturan di Bidang 2 Paraturan |2 Peratwran |2 Peratwan |2 Peratwran 2 Peratwran 229,000 207 £E0 323,032 339,184 356,142
2 arsipan
Laporan Analisis dan 6 Lapaoran E Laparam E Laparam & Laparan E Laporan E21,400 Cga.z2e0 EEEBEE 730,189 12,900
Ewaluasi Crganisasi dan
Katat alaksanaan
P egawai vang Ditimgkat kan 115 Crang 732 Cramg 550 Crang 900 Crang 950 Orang 818,831 1,185,181 1,160,000 1,165,000 1,170,000
< arnarnpLiannya
Crckuiman Admiristrasi 11 Dabkumen |11 Dokumen |11 Dobumen |11 Dokumen (11 Dobumen E26,9432 1,272,210 ES0,000 ER0,000 E70,000
K2 pegawaian
Laporam Pelanggaram 1 Laporan 1Laparan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 42,750 197,051 200,000 200,000 200,000
Crisiplin
S ceializasi PP tantang 3 Kagiatam 2 Kagiatan 2 Kagiatan 2 Kagiatan = Kegiatan Edd,000 EFE,Z00 Flo,010 745511 FE2TRE
P alakzanaan 1 Mo,
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KODE

SASAR AN PROGR AM

UNIT
R e | e | GUTEomEy s | oxcmis s
PELAKSAM A
(CUTPUT); INDIKATOR 2015 2016 017 18 2019 2015 16 2017 018 20149
087 | 01 | 2615 |PENINGKATAN Meningkatnya Pusat Biro
KOORDINAST efeldivitas koo rdinasi Perenc anaan
PENYUSUNAN PENnyuUsUNan program dan Hubungan
ﬁpﬁuz dan Anggaran, evaluasi Masyarakat
EXALIES LD ““”w-—-”hwwﬂﬂwﬂ. im pinan
PELAPORAN, i i g
KETATALISAHAY [F8rta humas 0l
PIMPINAN SERTA [linglungan ANRT
HUBUNG AN
MY IRIAL Laporan Sosialisasi, 10 Laporan |10 laporan (10 laporan |10 laporan (10 laparan 1,522,784 1,551,127 1,650,000 1,700,000 17,500,000
DILINGEUMGAY . PR
ANRI Fromosi, Publikasi,
wicualizasi dan Dokuman
kalembagaan
Jumnlah Dokurnen 10 Dabkwmen |13 Dokumen (13 Dobkumen |13 Dokwmen (13 Daobkumen 1,775,000 2,471,865 2,428 476 2,619,387 3,118,145
Farenc anaan dan
F amganggaran
Laporam Hacil Evaluasi dam E Laporan E Laporam 7 Laporan 7 Laporan 7 Laporan FFE 000 Fa0,000 200,000 1,111,936 1,463,220
[Meonitcring P el aksamaan
e g atan/Kinarja
Layanan Katatausahaan 12 Bulan 12 Buan 12 Bdan 12 Buan 12 Bulan 450,000 359,010 450,000 Sno.000 550,000
Fimpinan Layaman Layanan Layanam Layanan Layaman
Crckumen Admiristrasi S Dokumen |5 Dokumen |6 Dokumen |7 Cokumen |8 Dokbwmen 200,000 740,360 FAn,000 800,000 850,000
F arkantoran
Laporan 2 Lapaoran 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan F00,000 862,684 300,000 950,000 1,000,000
Informasi P amberit aan
tentamg Kaarcipam yang
dic ajikan rnelalui madia
rriase 3 maupun alsktronik
[Priceital KL]
Lavanan Keprotokolam 2 Layaman 2 Layanan 2 Layanam 2 Layaman 2 Layaman 159,499 199,587 219,675 249,763 279,851
Layanan Hubungan Sntar < Layanan < Layanan < Layanan 4 Layanan 4 Layaman 207,209 392,728 420,000 450,000 475 000
Lembaga
Maskah Kerjasama 2 Maskah 4 M askak S Maskah & Maskah & Mackah 23,400 378,000 TE4.434 1,000,000 1,200,000
IUMLAH 5972897 7,755,361 8,402,585 9,381,136  26,536,216] 58,048,195
087 | 01 | 2616 |PEMBINAAN Terwujudnya efeldivitas | Pusat
ADMINISTRAST | dan efisiensi
DAN pengelolaan keuangan,
PENGE LOLASN pedengkapan dan
ANGGARANSERTA |, L, oy tangga serta
FELI I unsur kearsipan Biro Umum
PEMUNIANG
PELAKSAMN AAN
TUGHAS AMRI
Crckew Inf i
mery Ieformias) 2 Dokimen  [2Dckumen  [2 Dekumen |2 Dokumen |2 Dokumen 2,101,925 2,284,603 2,435,066 2,555,008 2,680,347
Pamgalolaan keuamgan
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KODE

KL

P ROG

KEG

PROGR.AM/
KE GLATAN

SASAR AN PROGR AM
(OUTCOME), SAS ARAN
KEGIATAN
(OUTPUT)/INDIKATOR

LOKAST

NIT

2016

anis

2019

2015

a8

DRGANIS ASI
PELAKSAMA

Crokuirman) Infoernasi
P amgalalaan Perlemgkapan
dam RumahTamgga

1 Dokurnen

1 Dckuman

1 Dokurnan

1 Dokeurnam

1 Dobwirnan

FI17,57E

B05,523

EE7 032

£a3572

B2 1,439

Crokuman) Informasi
Fangalalaan Arsip Dinamis

4 Dakumen

4 Dokuimean

S Drokuirmen

4 Diokuirma n

& Diokurman

F93,076

1,090,000

1,381,232

80E,233

1,236,232

JuMLAH

3613576

3,880,126

4,383,531

3,954,813

4,638,619

ol

3617

PEP Fr

T ud Feldivit

DN

PENIMGK ATAM
AUNTABILITAS
APARATUR ANRT

judny
penerapan APIP di
linglkungan ANRI

Puzat

Inspektorat

Laporam Hasil Pengawasan
clan Rekomendaci
Famgawvacan

P arvyalanggaraam

D are avimkabiae

15 Laporan

34 Laporan

36 Laporanm

38 Laporan

40 Laporan

EBE,335

1000342

1,100,376

1,210,380

1,466 631

i lah Bulan Lavaman
Katatauzahaan

12 Bulan
Layaman

12 Bulan
Lavanan

12 Bulan
Layanan

12 Bulan
Lavanan

12 Bulan
Layaman

133,105

146,416

161,057

177,163

134,879

JuMLAH

800,000

1,146,758

1,261,433

1,387,543

1,661,510

PROGRAM
PENIMGK ATAN
SARANADAN
PRAS AR ANAMNRI

Terwujudnya
pembangunan/
pengadaan/
pedenglkapan sarana
dan prasarana di
linglkungan ANRI secara
efektif dan efisien

19,000, 000

31,793,000

12,000,000

2,850,000

2,857, 000

Biro Unnum

2618

PEMBANGUN AN/
PENGAD AN/
PENINGK ATAN

Terwujudnya
pembangunan/
pengadaan;
pedengkapan sarana
dan prasarana di
linglungan ANRI secara
efelktif dan efisien

Pusat

P erbaikany Renovasi
Gadung AHRI GajahMada
[Fricritas]

1500 w2

3022 M2

10,000,000

10,644,000

Foeuitalisasi Peralatan
P racarvaci

C Lnit

E unit

& unit

C unit

2,000,000

2,000,000

ELO,000

E0O,000

R auit alisasi wisma, riang
kelas damperabotan d
P usdiklat ANRI d Bogor

1 Urit

21 Lnit

20 Lnit

S0, 000

250,000

200,000

Paralatan dan Fasilitas
P arkantoran

184 Unit

125 Uit

100 unit

100 unit

100 unit

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

P2 bamgunan Gedurg
epoBalai Arsip Tsunami
A b

1778 M2

16,899,000




KODE

SASAR AN PROGR AM UNIT

PROG| KEG PROGRAM/ (OUTCOME)/ SAS ARAN
KE GLATAN KEGIATAN
(OUTPUT)/ INDIKATOR

LOKASI ORGANIS AST
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 PELAKSAN A

Parangkat Pengolah Cata 42 Limit 42 Linit <5 Lnit S0 Lmit S0 Lnit 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
clan Komunikasi

P ann bapgunan Gadung 1000 NE
1R T

1000 M2 3 = 4,500,000 = E,000,000 = =

F ann bamgunan Gedung - - - - - 2 i B E .
Cepo Arsip Komersial

Gedung PLediklat, Bogar = |0 0n Mz i % & :: 000,000 2 :

F.urnah Diras, Jakarta - - - - z X E: N E: E

5 arana dan Pracarana = -| 5 Mokl = ¥ 4 = 1,000,000 = =

Jaringan = £ = 1 Jarirgan £ - 3 = 257,000

JuMLAH 19000, 000 31,793,000 13,000,000 2,850,000 2857, 000

63

06 PROGRA [Farwijudnya pembinaan 46,190,390| 54,257,269| 56,176,185 55,140,078 59,659,761
PENYELENGGARAA | arcipan yamg

NEKEARSIPAN hamprabarsif dan handal
MASTOMNAL

Tersedianya arsip vang
clapat diakses pLblik

Marcalamggaranya
pangkajian dan
Fengarnbangan sistern
2 arsip-an yang terpadu

06 | 5356 [PELAKSANAAN Meninglatnya Pusat Pusat

PAKREDITAST efeldivitas Alaeditasi
KEARSTPAN penyelenggaraan Kearsipan
akreditasi kearsipan

Lembagalinit Kearsipan, 2 Lambaga 2 Lembaga |20 Lembaga |30 Lembaga |30 Lembaga 100,155 460,000 £75,000 1,150,000 1,176,062
Lembaga penyelenggaraan dan Uit dan Linit dam Linit dan Linit dan Linit

1asa dan Penvyelanggara ke arsipan Kearsipan Fearsipan Kaarsipan Kaarsipan
Lkl at ke arsipan

Lermbaga kearsipan, unit 200 Imstarsi  |400 Irstamsi  |SO0 Iretansi |600 Instamsi | 700 Iretanci 228,480 EF7.E00 EO0,000 q04,202 aronaon
e arsipan, lembaga
pervelenggara jasa dam
Fanyelenggara diklat vang
diawasi

F. gkorn andasi panghargaan - 1 1 1 1 5 100,000 158,500 200,000 200,000
clam sanksi Fekomendasi [Rekomendasi [Rekomendasi [Rekomendas
i

SUB JUMLAH 1 328,635 1,237,500 1,633,500 2,254,303 2,246,062
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KODE

KL

P ROG

KEG

PROGR.AM/
KE GLATAN

SASAR AN PROGR AM
(OUTCOME), SAS ARAN
KEGIATAN
(OUTPUT)/INDIKATOR

LOKAST

2016

anis

2019

2015

a8

NIT
DORGANIS ASI
PELAKSAMA

PELAKSAN AN
BIMBING AN 5DM
KEARSTPAN DAY
SERTIFIK AST

Meningkatnya
efeldivitas pelaksanaan
Bimbingan SBM
Kearsipan dan $edifikasi

Pusat

Direltorat SDM
Kearsipan dan
Serifikasi

Aesipatic yang T arsartifikasi
[Prioritas K/L]

280 frzipans

225 Cramg

EE5 0 Arciparis

E00 Arsiparis

EL0 Arsiparis

871,695

1,100,000

1,200,000

1,200,000

1,400 000

5 DN Ke arsipan yang
rmendapat Pembinaan,
Pemgembangan dam

P emberdayaan

1.040 DM

k.2 arsipam

0 Cramg

1650 500
Faarzipan

1700 50M
Kaarzipan

17E0 SDM
laarsipan

1,409,859

1,967 560

2,000,000

2,050,000

2,110,888

SUB JUMLAH 1

2,281,554

3,057,560

3,200,000

3,350,000

3,510,886

3620

PENILALAN DAN
AUISISI ARS TP

Meningkatnya
efeldivitas penilaian dan
alaisisi arsip yang
berskala nasienal pada
lemb aga negara,
perusahaan, orpol,
omas dan persecrangan

Pusat

Direktorat
Alauisisi

2rcip Pamill yamg Srsiprya
Cricalamatkan [Priceitas kL]

600 Eoks

120 Boke

125 Boke

130 Boks

135 Boks

E63,27E

121,000

146,208

176,357

135,213

kL

Arsip Kabiret Indonasia
Earsatu vang Asiprva &
alamathkan [Priovtas K41

115 Boks

150 Boke

160 Boks

170 Boks

180 Boks

207,283

247,280

293,864

247,195

408,252

AL

Aesip Hazil abkwisisi

C0 Boks

E0 Bcks

7S Boks

90 Boks

100 Boks

902,431

E72,452

92,738

1,167 262

1.221.461

F. ekom endasi Usul Muzsnah

17
F. aliorn andasi

19
F.akorme ndasi

21
e komne mdasi

22
Fakomandasi

25
Fekomendas
i

215514

147,038

155,125

163,657

172,658

Kaset Hasil Wiraware ara
< ajarah Lisan

45 kacat

C0 Kazal

EC Kazal

7C Kazat

5L Kazat

CEE,Z1E

E9Z,1E3

944,110

1,290,272

1,768 836

Awsip Marn crial Presidensial
vamg Arsipnva Diselam atkan
[Pricritas kL]

CS Boks

ES Bicks

70 Boks

75 Boks

30 Boks

499,353

442,369

56,460

557,065

519,345

SUB JUMLAH 2

3,160,932

2322982

2,988,505

3,831,814

4,795,766

5358

KEARSTPAN

_ﬂn_..aii,__
DAERAHT

Meningkatnya
efeldivitas
penyelenggaraan sistem
kearsipan di lembaga
kearsipan daerah
provinsi dan

kabup aten, kota

Puzat

Girektorat
Kearsipan
Daerah I
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KODE

KL

P ROG

KEG

PROGR.AM/
KE GLATAN

SASAR AN PROGR AM
(OUTCOME), SAS ARAN
KEGIATAN
(OUTPUT)/INDIKATOR

LOKAST

2016

anis

2019

2015

2017

a8

20149

NIT
DRGANIS ASI
PELAKSAMA

F. ek andasi

P arvyelamggaraan Kearsipan
(T ertib Arsip) pada
Famerintah Provinsi dan
Kab. /Kot a

1
F. ek andasi
(10 Provy kaky
kota)

1
F.akome ndasi
(20 Prong
kb kcta))

1
F.akome rdasi
(20 Prong
ek kta))

1
F.akomendasi
(20 Pron
kb kta)

1
Fakomandas
i (20 Prowf
kb kiota)

400,000

440,000

424,000

22400

CBEE4D

P arn arintah Prow,dak, kot a
varmg Mendapathkan
Kemarnpuan T eknis
Fangalalaan Arsip Az at
cecuai damgan Paraturan
Parundangan [Prortas
Bidang]

2 Prow dam 22
Kakfkcta

2 Prony
lak fkicta

4 Prov dan 22
kK ak fkota

4 Provdan 22
kakfkota

4 Prov dan
22 KabKata

200,000

220,000

242,000

266,200

14,410

P am arintah Drasrah

P rowfkab fota vamg
Mandapat Implementasi
Sistern Informnasi Kaarsipan
barbacsic TIK [SIKD-2 S ]
[Prioritas KL]

18 Provinsi

2 Prowfl?
EEHGE]

20 LKD dan
45 ELRC

20 LKD dam
45 BILMC

20 LKD dan
45 BILMC

200,000

275,000

202,500

332,750

3EE025

Prow,flab fota vamg
Mendapaat Bimbingan
F anyelenggaraan Kearsipan

14 Prow.kab.
lota

E Proningi

16
Prow.fab.f
it a

12
Prowfab.
Kicta

12
Prow.Kab.
Kicta

E45,000

975,000

1,162,500

1,435,000

1,658,345

P arn arintahan Dasrah yvang
Mandapat Persatujian
ladweal Retensi frsip
[Prioritas K/L]

41 LKD

2 Pron,

27 LKD dan
95 ELMD

33 LKD dam
95 BLVD

3 LKD dan
96 BLMD

S00,000

230,000

263,000

299,000

439,230

Prow.fiab, fata yamg
Mandapat Suparisi
P ervelemggaraan Kearsipan

=z Prov,/ 7
k. f Kcta

E Prov, 7
lak-.f Kcta

ZProv, &
lak ./ Kata

400,000

450,000

E00,000

EE0,000

SUB JUMLAH =

2,145,000

2,640,000

3,004,000

2,465,350

3,745,650

5359

PEMBINAAN
KEARSTPAN
DAERAHIL

Meningkatnya
efeldivitas
penyelenggaraan sistem
kearsipan di lembaga
kearsipan daerah
provinsi dan

kabup aten, kota

Pusat

Direktorat
Kearsipan
Daerah IT

F. ko andasi

P eryelemggaraam Kearsipan
(Tertib Arsip) pada

Fam erintah P rovinsi dan
kab. kot a

1
F.eliomendasi
(20 Provy kaky
kata)

1
e kome ndasi
(20 Prow
kb kcta))

1
e kome ndasi
(20 Prong
bk keta))

1
Fekomendasi
(20 Prow
kb f keta)

1
Fekomendas
i (20 Prow
leak: f kita))

285,000

212,500

244,550

379,325

417,269

P emerintah Prov.bkab, kota
varg Mendapathkan
Kamarnpuan T aknic
Pangelolaan Arsip Acat
sesuai dengan Paraturan
Perundangan [Proritas

Bidang]

2 Prow,

2 Prowf7l
bk fkaka

24 prowf kak
bk 2

34 prowf kakf
kot a

34 provf
kb kiota

200,000

110,000

121,000

142,109

72,105
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P ROG

PROGR.AM/
KE GLATAN

KEG

SASAR AN PROGR AM
(OUTCOME), SAS ARAN
KEGIATAN
(OUTPUT)/INDIKATOR

LOKAST

2015

2016

2017

anis

2019

2015

anie

a8

20149

NIT

DRGANIS ASI
PELAKSAMA

F ari avintah Duaarah
Prowfkab data yvamg
Mendapat Implernentasi
Sictern Informasi Kearsipan
barbasic TIK [SIKD-SIKS]
[Prioritas KL]

1€ Provwinsi

= Provinei 49
lak fucta

21 prowf kakf
lcka dan 52
ELIMC

20 prowf kakf
lecka dam 50
ELIM

20 provf
leakf kiota
clan 50
ELIMT

290,000

401,500

A, 200

429,700

L3E,200

Prow,fkab fota vamg
Mendapaat Bimbingan
F aryelenggaraan Kearsipan

12 Prowf7
Kak. fKcta

E Proningi

16 Prow,f&
lak

15 Pron,j8
Kak, kcta

16 Pran,f 10
Kab Kcta

451,000

1,650,000

1,915,000

2,096,500

2,298,150

P annarintahan Caarah yang
Mandapat Parsatujian
Jadweal Ratensi Arsip
[Prioritas K/L]

16 LKD

E P rovinsi

46 pron kab )
lcka dan 92
ELIMD

45 prof kab)
lecka dan 92
ELIMD

46 prov)
leabf kiota
dan 92
ELIMT

273,000

Ei0,z00

E30,820

ELZ2.2E2

EFE,000

SUB JLMLAH 3

1,599,000

2,985,300

3,359,870

3,660,006

3,895,824

15,500,000

3622 _ﬂnzuiri
KEARSTPAN PUSAT

Meninglatnya
efeltivitas
penyelenggaraan sistem
kearsipan di lembaga
negara dan badan

pem erintah pusat

Pusat

Kears
Pusat

Cirektorat

ipan

Inctarei PLeat yamg sudah
Maneraphkan SKD-TIK
[Prioritas Bidang]

1E Iretansi

25 Inctansi

25 Inctamsi

45 Inctnas

CE Imskansi

1,425,645

1,5EL, 970

1,911,900

2,458,161

3,008,000

F. ekom endasi
P eryelemggaraam Kearsipan
Fada Instarei PLeat

4
F.eliomendasi

7
e kome ndasi

o
e kome ndasi

7
Fekomendasi

7
Fekomendas
i

EE311

246,193

275,812

202,393

334,732

P arguruan Tinggi wang
Manarapkan SKS-TIK
[Proritas K/L]

4 Pargurian
[Timggi

2 Parguruan
[Timgg

10 Parguiian
Tingg

12 Parguiruian
[Timggi

14
Parguruan
[Tirmggi

218,601

423,002

528,732

E34,503

793,129

Instarsi Pueat vamg
Mandapat Supervsi
Kaarsipan (Kemerterian,
Lernbaga, BUNMM, PTH,
Swasta, Cvmnas, Crpal)

10 Iretansi

20 Instansi

20 Instansi

40 Instansi

S0 Imst ansi

274,798

378,290

SE7 435

756,580

945,725

Instarsi Pueat vamg
Mandapat Bimbkingan
Kaarsipan (Kemerterian,
Lenbaga, ELIMM, PTH,

S wasta, Crmnas, Crpal)

130 Instarsi

115 Irstansi

130 Iretansi

145 Iretamsi

160 Irstansi

903,500

SE4,610

633,100

701,592

770,054

Crmac dam Crpdl vang
Mendapat Bimbkingan
aarzipan

2
CrrnasOrpal

2
Crmas rpol

12
Cvmas frpol

14
Crmnas Aovpal

&
Crrnas forpol

424,204

150,000

170,000

190,000

210,000

F arguruan Tinggi wang
Mandapatkan Binmbingan
Kaarcipan

7 Pargurian
Tirggi

10 Parguruan
[Tirgg

12 Pergumian
Tinggi

15 Pergurian
Tinggi

17
Parguruan
[Tinggi

41,525

65,254

86,135

118,435

147,649

U JUMLAH 4

3,264,584

23293,319

4173114

5162664

6,206,219
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KODE

SASAR AN PROGR AM

UNIT
KU PROG) KEG | SROCRMA | (QUTCOMEN SASARAN |\ okast ORGANTS AST
PELAKSAM A
(CUTPUT); INDIKATOR 2015 2016 017 18 2019 2015 16 2017 018 20149
087 | 06 | 2623 |PEMONFAATAN Meningkatnya pelayanan [Pusat Direldorat
ARSIP dan pemanfaatan arsip Lavanan dan

untuk kepentingan Pemanfaatan
pem erintah an,
pembangunan,
penelitian, dan ilmu
pengetahuan
Maskah Arcip Gtra Dasrah £ Maskah E Maskak E Maskah £ Maskah & Mackah 263,239 332,969 429,519 492 471 £31.818
varg disusun [Pricvitas KL]
Maskah Sumbar Arsip vang S Mazkah S Maskah S Maskah C Maskah C Mackah 1,104,855 536,837 Lan.520 E49,572 714,529
diterbitkan [Prioritas KL]
F.aal fRall fLambar/ Kasat 7 5 c . C B2.e7e 447 156 474,512 503,238 523400
Pelayanan Pemarfaat an Feelfollem [Reel/Rollile [Reel/Rolile |ReelRolle [Reel/Rollile
Prsip Statis E-ar K asat mbar Kaset  |mbarfKaset  |mbarfKaset  |mbar,Kasat
P arneran arsip vang 9 Pameran 4 Pameran  [3Pameran |9 Pameran  |[9Pameran 343,283 37761 415,372 456,309 502,600
dizelerggarakan
Maskah Arsip vang 1 Maskah 1 Maskah 1 Maskah 1 Maskah 1 Maskah 113,325 98,469 103,392 108,562 113,990
dike cLialikan
F.aal /Rl fLambar/ kasat C B2 700 CFL2 C205 ooy 31,524 e 358,590 362,180 3RL.E00
Laminasi Reproduksi Arsip) F.eel £l ReelRoll! Feal Follf ReealRollf ReelRollf
Crckuman Magara [PHER] Larnbar/ Larnbar, Lernbarf Lemnkbar/ Larnbar}

K acat LELEN LELE L [EHEN
F amaran Arsip Precidan 1 Pameran - - ks = 438,620 [-
[Pricritas kL]
Falayanan Pemarfaatan - CS Eerkas/ |60 Barkas/ |65 Barkasy |75 Berkas) # E0,000 0,000 7100 24,700|EAT A
rcip Static Larnbar Larnbar Larnbar Larnbar
Areip ' ang Cikelala 13042 C3.94 R 59.94 59,4 426,185 E73.222 631,320 630,544 637, 850|BAT A
(Priceitac) M Earkac M Eakas, 100 MEaras, 100 |MEarkac, 100 (MEarkas, 10

0 Racord’1 [0Recordf1 |0 Record1 |00 Recordf1
Matari Matari Matari Matari

Ewaluasi, Pelaporan dam 3 Laparan S Laparam S Laparan 2 Laparan 2 Laporan 222,870 246,257 270,883 297,971 227 ELT BAT A
Acimiristrasi Perkantoran
Materi Publikasi, Wisualisasi 1 1 1 1 1 85,359 90,000 F0,000 0,000 110,000{BAT &
dan Pelayanan Arsip vang [ateriDaftar [Mater Daftar [Mater Daftar |Mater Ceaftar [Materi Qafta
disLeLn v
Lawanan Perkartoram 12 Bulan 12 Buan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1,317,586 1,433,460 1,502,633 1,575,265 1.651,528|BAT A

| avanan laanan |2 yanan layanan lavanan
Kandaraan Bermotar - 2 Linit - Z Lnit = - 35,000 - 40,000 -|[BAT A
Farangkat Pengolah Data - 7 Lnit 10 Lmit 12 Uit 15 Unit = E0,000 75,000 40,000 100,000({BAT A
clan Komunikasi
Faralatan dan Fa £ Linit 10 Uit 25 Limit 20 Limit 35 Linit 27,000 49,500 136,125 179,685 230,596 |BAT &

P arkantoran
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G 2dung /Banqunan

200 M2

200 M2

450 M2

450 M2

20,000

79,860

BaT A

F ameran &sip wang
disalerggarakan

1 Pamnaran

125,000

LB JUMLAH 5

5,747,534

4,719,528

5,236,867

5,743,757

6,052,214

3624 |PENGOLAHAN
PRSIP STATIS

Meningkatnya
elfetivitas pengolahan
arsip statis

Puzat

Direktorat
Pengolahan

Guide Arsip Lembaga
Magara, Parusabaan, Yoo,
Crmas Crpal, Parceangan,
dan Hind a Balanda vang
dlibuiat

2 Guide

2 Guice

5 Guide

% Guide

3 Guide

255,000

270,000

353,000

400,700

427 500

Tnventaris Asip Lembaga
Megara, Parusahaan, Yoo,
Crmnas Crpal, Parcrangan,
cdan Hind a Belanda yang
dibuiat

b Inventaris

7 Irvantaris

& Inventaris

& Irventaris

& Irvventaris

917,000

980,000

875,000

721,875

794,063

[Craftar fesip Statis Lembaga
Magara, Parusahaan, Yoo,
Crmnas Crpal, Parcrangan,
clan Hindi a Belanda yang
dibuat [Pricritas kL]

b Daftar

4 Craftar

4 Draftar

4 Daftar

4 Daftar

785,000

520,000

757638

833,457

916,803

AL

Materi dan atau janic
Faninglkatan mutu
Fangdahanmarcip static
Lermbaga Magara,

P arusahaam, MOC, Grmas
Crpd, Perorangan, dan
Hindia Balanda yang
disLeLn

= Matari

= Matari

= Mat ari

3 Matari

3 Matari

420,000

328,022

313,214

340,714

370,964

SUB WMLAH 5

2,397,000

2,098,022

2,298,902

2,296,746

2,509,330

3625 |PRESERYAST
KEARSIPAN

Meningkatnya
elfetivitas preservasi
arsip statis untul
menjamin keselam atan
dan kelestarian arsip

Puzat

Direktorat
Preservasi

Lennbar frcip Daerah
Earcana yamg diselamatkan

10,000 Realf
F.dl /Lambar/
Fattas

E.S00 Real
Roll /
Larnbar)
Kertas

7.000 R.eal
Rall /
Larnbarf
Kertas

7.200 R.eal
Fall /
Larnbarf
Kertas

7500 Real f
Fall [/
Larnbar)
Kertas

210,000

250,000

200,000

L0000

400,000

Feel fR.dl/Lembar/ Kazeat
Arsip wang Di i
[Priceitas kL]

38500 Reelf
F.ol fLemnbar)
K acal

20 700 Raal/
Rollf Larnbar)
azat

21000 Reel/
Rollf Larnbar)
azat

31.000 Reelf
Rollf Lambar)
Facat

90.000 Reelf
Follf
Larnbar/
Kacat

1,200,000

1,272,650

1,624,557

1,720,000

2,580,000

Leambar freip Komvensional,
kartografi dan
Kaarsitakturan yang

disinipan

17.500 My
Larnbar/
Eatas

40000 M7
Larnbar,
Earkas

40000 M7
Larnbarf
Eerkas

30 500 M/
Lernbar/
Earkas

31.000 M[
Larnbar)
Earkac

1,250,009

543,434

927,843

Loz0627

1,122,710
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SASAR AM PROGR A UNIT
KU PROG) KEG | BROCRA | (QUTCOMEN SASARAN |\ okast ORGANTS AST
PELAKSAM A
(CUTPUT); INDIKATOR 2015 2016 017 18 2019 2015 16 2017 018 20149
Fall /Rl fLarbar/Kasat 45,500 Rellf  [55.500 Rallf 55 500 Rellf |66 .000 Rallf (66.000 Rallf FO0,000 EBETF.224 200,670 960,204 1,152,965
Awsip Madia Baruyamg F.oll Lambar/ [RollfLembarf Rol/Lermbarf |RollLembarf [RaollLambar)
disimnpan K asat a5 at (LS I35 at - azet
Lanibar frsip Rusak vang 17000 Rellf (16000 Rallf 16500 Rellf |17.000 Rellf [17.500 Rellf 1,342,286 49,600 1,019,520 lLzz2z424 1,468,109
[Crires bor asi F.ol Lembar/ [RolliLembarf RollLernbarf |RolliLembarf [RolfLembar)
K acat GELEN GEHE] 13 at 1.3z at
Fozal iR dl [ Lambar) Kasat; 1700 Rall]  |[LF00Relf [2000Rel; |zzO0Rel] [2E00Ralf 500,000 EE,500 640,994 724612 218,604
Mikrcfilm Arsip vang Rl Lembar/ [RollfLembarf Roll/Lerbary |RollLembarf [RollLembar)
dialibrnediakan/ Raprodiksi K aset EHER EHE |as et |aset
Lapaoran Hasil Pangugian 3 Laparan 10 Lapovan |10 Laporam |10 Lapavan (10 Laporan C00,000 E17,034 EE3.E34 FEE 024 #36 045
frsip dan Bahan Kearsipan
Iuenlah Aesip Fotograhif - 400,000 Fotoy [E00L000 Fatoy |- - 4,500,000 7,300,000 % =
Wide o/ Flm vang 4,000 wvidso/ [5.000 video
diselamatkan dan Soorell flm  [500rell flm
il ast arikan
SUR JUMLAH 5,802,295 | 9566502 | 13,297,169 6,755,501 8,278,434
087 | 06 | 2626 |PENINGKATAN Meninglatanya jumlah Pusat Pusat Jasa
JASASISTEMDAN |perusahaan yang Kearsipan
PEMBENAHAN, mengunakan jasa
PENYIMPANAN kearsipan
DA PERAN ATAN
ARSIP Instareif Perusabaan yang 27 Imetansi  [26 Instansif |27 Instamsif |28 Incbansif (30 Instansid ELEEE, 929 2,9E5,E9E 2,133,480 3,320,154 2EEE07Z
rmernarfaathan jasa Perusahaan  |[Perieahaan  |Perieahaan |Perisahaan  [Perueahaan
e arsip-an [PREP]
EulanLayanam 12 Bulan 12 Buan 12 Edan 12 Eulan 12 Eulan 108,540 110,290 112,669 127,569 127,137
latat ausahaan Layaman Lavaman Lavamam Lavaman Layvarman
Irctarsi Parnarintah dan 19 Irgtamei (11 Imstamei/ 12 Instamsif |15 Insbanci) |12 Imekansif 287,360 21E,096 247 FOE 02,477 420,725
Swasta yang dilakukan Perusahaan  |Perieahaan |Perieshaan |Perisahaan  [Perieahaan
pemjajagan kerjasama
SUB JUMLAH 5,061,829 | z382182 3,599,855 2,830,200 4,225,934
087 | 06 | 2627 |PENDIDIKANDAN (Meninglatnya lualitas Pusat Pusat
PELATIHAN penyelenggaraan P endidilzan dan
KEARSIPAN pendidikan dan P elatihan
pelatihan kearsipan Kearsipan
Paserta Diklat Penciptaan 110 aramg 150 crang 240 orang 220 oramg 420 cvamg 928,401 740,538 TE2,754 FELRIT BEE 829
1ak-atan Fungsional Arsiparis
[Pricritas kL]
Facerta at Tekris 224 oramg 40 orang E6 0 orang TE0 orang 900 crang 965,665 994,635 1024474 1,055 205 1,086 564
K.aarcipan
bulam layanan 12 Bulan 12 Buan 1z Eudan 12 Bulan 12 Bulan 463,688 200,000 220,000 242,000 266,200
latat augahaan
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Pasarta Diklat Arsip
Parbatazan [Prictitas KAL]

2 Kab

(20 crangx 2
kak = &0
orang)

C Kab

(30 oramg = &
kak = 150
orang)

C Kabk

(30 oramg = &
lak = 150
orang)

C kab

(0 oramg = &
lak = 150
crang)

b Kak
(30 orarg =
b kak = 180
orang)

451,971

465,520

479,496

493,029

Log,7oe

Training on Recovds and
e hives Wan agem ent for
0 afesfina [Priortas KL]

T orang

S oramg

S oramg

G orang

Coorarg

124,307

200,000

200,000

200,000

200,000

Jumnlah Provinsi Penerim a
Crana Dekors entrasi
[Fricritas]

=34 Provinsi
(40 crang x
=4 Provinsi =
13607

24 Provirsi
(40 oramg x
34 Provirei =
1360)

24 Prowirsi
(40 oramg x
24 Provirei =
1360)

34 Prowirsi
(40 oramg =
34 Provirei =
1360)

34 Provirsi
(40 oramg x
34 Provirei
= 1360)

£.277,300

b 465,619

E.E59,588

5,859,376

7065157

Juenlah Dokurnen
P arancanaan dan Evaluasi
Crikd at k= arsipan

5 Diokumen

4 Drokuirme n

5 Diokuime

& Dokurmen

150,000

165,000

1&0,000

200,000

SUE ILMLAH 9

9,281,932

9,216,322

9511,312

9,816 110

10,193 736

06 | 5361 _ﬂnzm: OLAAN

DATA DA TIK
ART

Peningkatan
Pengelolaan dan
Pengendalian Perangleat
TIK dan Sistem

Inform asi

Puzat

Pusat Data dan
Informasi

F anglajian Sistarn TIK

2 Laporan

2 Laporan

236,520

E20,743

FSPE Sictarn TIK

2 MEPK

2 MEPK

1 RSPK

1 hEPK

1 HEPE

31,040

229,892

110,000

121,000

133,100

Meonit oring dan Evaluasi

Pkuisisi, Pengernbangan

clan Implementas Sistem
TIK [Pricritas KA]

2 Lapaoran

E Laporanm

1 Laporan

1 Lagoran

1 Lapaoran

245,018

f45,526

93,604

102,052

113,302

Pannalibaraan dansupport
[TIK [Pricritas KA]

3 Laporan

2 Laparam

2 Laporan

2 Laporan

= Laporan

EEC, 144

1,146,962

1,450,000

1,680,000

1,890,000

P armgamnbangan dam
Trnplernentasi TIK

= Aplikaci

= Aplikasi

= Aplikasi

= Aplikasi

= Aplikasi

149,230

E14,638

EF5,000

452,500

£32,750

SUE JUMLAH =

1,287,850

3,257,761

2,298,684

2,356,553

2,669,152

06 | 5260 |PENYELENGGARAA

NSISTEM DAN
JARINGAN
INFORMAST
KEARSTPAN
MNASIONAL

Peningleatan Sistem dan
Jaring an Informasi
Kearsipan Nasienal

Pusat

Pusat Sistem
dan Jardngan
Informasi
Kearsipan

Pemgelolaan Sistern dam
1aringan Informasi

e arsipan Masional [Pricritas
Mazional] (divsulkam)

25 Simpul

40 Sirmpud

45 Sirnpu

L0 Sirnpudl

75 Simnpu

£80,190

2,151 260

1,554 425

1,779,235

1824475




71

2015, No.1387

KODE

KL

P ROG

PROGR.AM/
KE GLATAN

KEG

SASAR AN PROGR AM
(OUTCOME), SAS ARAN
KEGIATAN
(OUTPUT)/INDIKATOR

LOKAST

NIT

2016

anis

2019

2015

anie

2017

a8

20149

DRGANIS ASI
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P amglajiam SN dan JIKM

1Kajan

1 Kajiam

1 Kajian

93,015

93,015

92,015

100,000

P emgambangan MEPK SIKM
clan JIKR

2 MEPK

331,310

SUB JUMLAH

£60,190

2575,585

1,647,500

1,872,750

1,924,475

3629 |PENINGKATAN
PENGKAILAN DAN
PENGEMBANGAN
SISTEM

KE ARSIPAN
NASTONAL

Tercap ainya efektivitas
pengkafian dan
pengemb angan sistem
kearsipan dinamis dan
statis baik konvensional
maupun elektronik

Pusat
Pengkajian dan
Pengembangan
sishen
Kearsipan

Jurnlsh MSPE Bidang
Kaarsipan Masional [Pricritas

kL]

5 MEPK

2 MEPE

10 hEPE

4 WS PE

7 WSPE

1,234,861

542,330

1,576,600

530,640

1,133,620

Iurnal Kearsipan

1 Wolurme

1 Walurne

1 Walume

1 Welume

1 ¥aume

220,000

220,000

242,000

266,200

232,820

ajan danPengembangan
Sictarn Kaarsipan Masional
[P ticritas kL]

1 Kajian

4 Kajian

< Kajan

9 Kajan

S Kajan

297,144

2,941,726

1,438,177

3,447,990

2,175,243

SUB JUMLAH

1,752,005

3,704,706

256,777

4,400,830

3,601,683

JUMLAH TOTAL

79,810,760

104 112, 707

88,002 924

77,700,069

100, 572380

KEEPALA ARBIF NASIONAL REFUBLIK INDONEELA,

MIETARI IRAWAN




